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ABSTRACT 
 
 
This study aims to determine the restructuring of murabahah financing 
found in BPRS Sukowati Boyolali branch, in addition to the effectiveness in the 
implementation of restructuring to handle problematic financing to be discussed 
in this study. And what are the supporting factors and factors that hinder the 
restructuring of BPRS Sukowati Boyolali branch. 
The research method used by the writer is using qualitative research 
method, with the technique of collecting interview data and observation. Whereas 
from the interviews with employees of BPRS Sukowati showed that the 
restructuring was done very effectively to customers who have not reached the 
three-month arrears, because if it has been three months already entered to NPF, 
then the restructuring is done when the customer has difficulty paying its 
obligations then the customer proposes restructuring to BPRS. 
So the bank to minimize the occurrence of non-performing financing 
should further increase the restructuring of financing to existing customers signs 
of arrears in the first month of the second fund, and the BPRS immediately look 
for data to determine the causes of arrears. 
Keywords: restructuring, murabahah financing, BPRS 
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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui restrukturisasi pembiayaan 
murabahah yang terdapat pada BPRS Sukowati cabang Boyolali, disamping itu 
keefektifan dalam penerapan restrukturisasi untuk menangani pembiayaan 
bermasalah menjadi bahasan pada penelitian ini. Serta apa saja faktor pendukung 
dan faktor yang menghambat dilakukannya restrukturisasi pada BPRS Sukowati 
cabang Boyolali. 
Metode penelitian yang digunakan penulis adalah menggunakan metode 
penelitian kualitatif, dengan tekhnik pengumpulan data wawancara dan observasi. 
Bahwa dari hasil wawancara dengan pegawai BPRS Sukowati menunjukkan 
bahwa restrukturisasi dilakukan sangat efektif terhadap nasabah-nasabah yang 
belum mencapai tunggakan tiga bulan, karena kalau sudah tiga bulan lebih sudah 
masuk ke NPF, maka restrukturisasi dilakukan ketika nasabah mengalami 
kesulitan membayar kewajibannya kemudian nasabah mengajukan restrukturisasi 
kepada BPRS. 
Maka pihak bank untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah 
seharusnya lebih meningkatkan lagi restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah 
yang sudah ada tanda-tanda akan terjadi tunggakan dibulan pertama dana kedua, 
dan pihak BPRS segera mencari data-data untuk mengetahui penyebab terjadinya 
tunggakan. 
 
Kata kunci : restrukturisasi, pembiayaan murabahah, BPRS 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
BPRS merupakan lembaga keuangan yang ada di indonesia yang 
menyajikan berbagai produk jasa yang ditawarkan, seperti adanya funding dan 
financing. Produk yang terdapat pada funding yaitu meliputi tabungan, giro, 
deposito. sedangkan dalam financing terdapat banyak produk pembiayaan dengan 
berbagai akad. Tetapi untuk menunjang kebutuhan usaha di masyarakat bank 
melakukan pembiayaan yang dibutuhkan masyarakat guna memenuhi modal yang 
diperlukan untuk mengebangkan usahanya. Dengan adanya bantuan pembiayaan 
maka diharapkan mampu membantu masyarakat untuk menembangkan usaha, dan 
meningkatkan ekonomi masyarakat (UU Perbankkan No. 7 Tahun 1992, diakses 
pada 26 Maret 2017). 
Menurut Syafi’i (1992: 95) bahwa BPR Syariah adalah BPR biasa seperti 
BPR yang ada pada umumnya. hanya saja dalam BPR Syariah dalam menjalankan 
operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam atau mengikuti aturan-
aturan DSN MUI, UU perbankkan syariah yang berlaku di Indonesia. Dengan 
mengikuti aturan-aturan yang berlaku diharapkan perbankkan syariah bisa untuk 
memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang sesuai dengan hukum-hukum 
dan peraturan yang berlaku di perbankkan syariah. Karena peraturan dan hukum 
diterapkan untuk melindungi nasabah dan lembaga dari hal-hal yang tidak 
diinginkan. 
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Sedangkan menurut (Pasal 1 ayat 3) Undang-undang (UU) Perbankan 
No.7 Tahun 1992, Bank Perkereditan Syari’ah merupakan lembaga keuangan 
yang menerima simpanan uang hanya dalam bentuk deposito berjangka dan  
tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dalam bentuk itu dan 
menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Sedangkan menurut (pasal 1 ayat 4) No. 
10 tahun 1998, disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang 
melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip 
syariah. BPRS sangat membantu masyarakat terutama dalam berinvestasi, 
maupun dalam mencari dana apabila mengalami kekurangan dana untuk 
membuka usaha, BPRS juga bisa memberikan pilihan kepada masyarakat untuk 
menghindari praktek-praktek riba. 
Adanya lembaga keuangan syariah, diharapkan dapat memberikan 
sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan cara pembiayaan-
pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Melalui pembiayaan ini bank 
syariah bisa menjadikan partner nasabah, sehingga hubungan bank syariah dengan 
nasabah bukan lagi dengan istilah debitur maupun kreditur tapi bisa disebut 
sebagai kemitraan atau partner dalam usaha. Peran nasabah dalam perbankkan 
sangat penting dikarenakan nasabah pembiayaan merupakan nasabah yang akan 
bisa menghasilkan keuntungan bagi bank, terutama dalam hal mendapatkan bagi 
hasil tiap bulan, bank syariah juga diharapkan mampu untuk menstabilkan 
ekonomi masyarakat serta terutama perekonomian secara  nasional (Muhammad, 
2001: 17). 
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Penyaluran pembiayaan tidak luput dari pembiayaan bermasalah, yang 
sering kita dengar dengan istilah kredit macet. Menurut Bagya , (2012:129) 
Pembiayaan bermasalah merupakan suatu kondisi pembiayaan yang disalurkan 
oleh pihak lembaga keuangan untuk nasabah tetapi dalam pembiayaan 
tersebut terdapat kendala-kendala yang mendasar dalam pembayaran 
kewajiban tiap bulan, untuk menyelesaikan permasalahan ini memerlukan 
tindakan yang hukum dan peraturan yang berlaku. Pembiayaan bermasalah 
sering menjadi problem di BPRS, karena bisa membuat pihak lembaga 
mengalami bangkrut dan tidak bisa berkembang. Sehingga BPRS akan 
semakin terpuruk dan tidak mendapat tempat dimasyarakat.  
Dengan uraian diatas pembiayaan bermasalah bisa disimpulkan, bahwa 
pembiayaan bermasalah merupakan suatau pembiayaan yang kualitasnya tidak 
lancar atau kurang lancar, diragukan serta juga dikatakan pembiayaan macet. 
Kalau di dalam perbankkan konvensional disebut kredit macet. Dan pembiayaan 
bermasalah sering menjadi problem dalam perbankkan, maka pembiayaan 
bermasalah bisa dikatakan menjadi sebuah permasalahan yang harus di 
minimalisir oleh lembaga keuangan syariah. Supaya bank tidak megalami 
bangkrut dan akhirnya sudah tidak mampu beroperasi. Maka setiap perbankkan 
harus mempunyai manajemen resiko untuk mengatasi kejadian-kejadian yang 
tidak di inginkan. 
Pembiayaan bermasalah terjadi karena berbagai hal, bisa karena faktor 
internal maupun faktor eksternal. Menurut Wangsawidjaja (2012:93), terdapat 
beberapa faktor nasabah mengalami pembiayaan bermasalah antara lain yaitu: 
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adanya pennyalahgunaan dana oleh nasabah yang tidak sesuai dengan 
kesepakatan, terjadi perpecahan diantara pemegang saham, tenaga-tenaga ahli 
yang dimiliki telah meninggalkan perusahaa, dan penggunaan uang yang tidak 
efisien. Sedangkan faktor eksternalnya adalah adanya bencana alam, perubahan 
kondisi ekonomi dan perdagangan, dan tertinggalnya tekhnologi yang semakin 
canggih. maka setiap perusahaan untuk mengatasi tersebut diharapkan untuk 
menggunakan assuransi. Sehingga apabila terjadi permasalahan bisa teratasi. 
Berdasarkan data dari BI selama tiga tahun, 2014,2015, dan 2016 adalah 
sebagai berikut: 
Gambar 1.1. 
 
Data NPF BPRS Seluruh Indonesia  
selama tiga tahun 2014-2016 
 
 
Sumber : www.bi.go.id/statistik/perbankkan/syariah/pages/sps_1214.aspx. diakses 
pada 20 Januari 2017. 
 
Menurut data yang terdapat pada BI selama tiga tahun yaitu 2014, 2015 dan 
2016 angka rasio pembiayaan bermasalah pada BPRS di Indonesia masih tinggi 
rata-rata setiap tahun masih diatas 8%, dan selama tiga tahun tersebut NPF 
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tertinggi terjadi pada bulan agustus 2016 sebesar 10,99%. Oleh karena itu melalui 
(bisnis.com.jakarta.2016), OJK menghimbau kepada seluruh lembaga keuangan di 
Indonesia khususnya BPRS untuk lebih meningkatkan prinsip kehati-hatian dan 
lebih bijak dalam menyalurkan pembiayaan, supaya pembiayaan-pembiayaan 
bermasalah yang terjadi bisa menurun. Karena NPF yang tinggi bisa dikatakan 
bahwa pihak lembaga keuangan tidak mampu untuk meminimalisir pembiayaan 
bermasalah. 
Supaya lembaga keuangan syariah lebih berkembang dan maju maka untuk 
masalah dalam lembaga harus sebisa mungkin untuk diminimalisir, terutama 
permasalahan tingginya prosentase NPF (Non Performing Financing). Tingginya 
NPF bisa terjadi karena kurang hati-hati yang dilakukan pegawai bank dalam 
memberikan pembiayaan. Kalau dilihat data dari BI bahwa pada tahun 2016 pada 
bulan Desember NPF mengelami penurunan yang cukup baik, yaitu dari bulan 
agustus sebesar 10,99% dan pada bulan desember bisa menjadi 8,63%. Ini 
menandakan bahwa penurunan NPF di BPRS seluruh Indonesia diturun, asalkan 
pihak lembaga keuangan bisa untuk meningkatkan kualitas pembiayaan dan 
mengutamakan prinsip-prinsip yang berlaku dalam pembiayaan. 
Pemegang saham BPRS diharapkan serta diharuskan untuk menambah 
modal mereka, untuk bisa menyalurkan pembiayaan dengan sesuai apa yang 
diharapkan. Kemudian kualitas pegawai yang ada di kantor BPRS diharapkan 
berkompeten di bidangnya. Seperti halnya penagih harus mempunyai kemampuan 
dan tekhnik untuk bisa menagih kepada nasabah dengan baik. Selain itu walaupun 
NPF naik tetapi pembukaan kantor-kantor cabang BPRS semakin meningkat. Ini 
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diharapkan untuk BPRS bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada 
nasabah, supaya nasabah lebih percaya dengan kinerja BPRS, dan masyarakat 
lebih meningkatkan untuk menggunakan jasa dari BPRS, besarnya NPF bisa 
dilihat pengaruhnya terhadap banyaknya nasabah selama tiga tahun. 
(Bisnis.com.Jakarta, 26 maret 2017). 
Tabel 1.1 
 
Tabel Jumlah Nasabah Produk Murabahah 
PT. BPRS Sukowati Sragen Kantor Cabang Boyolali 
2014-2016 
 
Tahun Jumlah Nasabah 
2014 200 
2015 126 
2016 172 
Sumber : Arsip Bank Syariah Sragen  
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada awal tahun 2009 
besarnya jumlah nasabah adalah 1.700 orang, kemudian mengalami peningkatan 
53,21% menjadi 2.698 nasabah di tahun 2010 dan pada tahun 2011 terjadi 
peningkatan 17,83% menjadi 3.179 nasabah dan pada tahun 2012 merjadi 
peningkatan sebasar 2,8% yakni menjadi 3.268 nasabah. Kemudian yang disajikan 
dalam table diatas adalah jumlah nasabah khusus pembiayaan Murabahah selama 
tiga tahun, yang mempunyai nasabah cukup banyak untuk kelas sebuah BPRS, 
dan sebuah lembaga yang terhitung masih baru. Kemudian besanya NPF pada 
BPRS pertiga bulan bisa dilihat sebagai berikut: 
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Gambar 1.2. 
 Diagram Batang Tingkat Non Performing Financing 
Periode Triwulan PT. BPRS Sukowati Sragen 
2015-2016 
 
Sumber : www.bi.go.id/statistik/perbankkan/syariah/pages/sps_1214.aspx. diakses 
pada 20 Januari 2017. 
 
Pembiayaan bermasalah yang terjadi lebih sering karena ketikmampuan 
nasabah untuk mengelola usaha yang digelutinya. Seperti halnya karena proses 
produksi yang belum canggih, sehingga hanya menghasilkan barang yang tidak 
banyak, atau bahkan ketidakmampuan dalam mempromosikan produknya ke 
masyarakat. Bahkan bisa karena faktor bencana alam maupun inflasi. Sehingga 
tidak mampu untuk menghasilkan keuntungan yang diharapkan dan akhirnya 
nasabah tidak mampu untuk membayar kewajibannya tiap bulan kepada pihak 
BPRS. Ini biasanya mencari faktor yang mendasar dalam menghambat usaha, 
maka pihak nasabah sebelum membuat usaha harus dirancang terlebih dahulu, 
mulai dari peralatan, bahan baku, pekerja dan lain sebagainya. (wawancara 
dengan Effendi marketing BPRS Tanggal 26 Februari 2016). 
Dalam (Syariah Bisnis.com. Diakses 26 maret 2017) Untuk meminimalisir 
pembiayaan bermasalah maka setiap marketing harus mampu untuk menganalisa 
calon nasabah dengan baik. terutama penghasilan tiap bulan calon nasabah. 
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Apakah untuk kebutuhan sehari-hari perusahaan dan untuk membayar kewajiban 
tiap bulan apakah mencukupi. Kemudian dilihat apakah ada prospek kedepan 
untuk usaha yang dijalankan nasabah bisa berkembang dan maju, Serta yang 
paling terutama yaitu peran marketing yang harus professional dan hati-hati dalam 
memberikan kredit kepada nasabah. Marketing juga harus diberikan pelatihan 
untuk bisa mengenali karakter nasabah lebih dalam, agar tidak terjadi pembiayaan 
bermasalah. 
 Kejadian pembiayaan bermasalah juga terjadi di BPRS Sukowati Cabang 
Boyolali, seperti dalam pengamatan penulis secara langsung selama menjalankan 
PPL (praktik pengalaman lapangan), dan ikut salah seorang marketing untuk 
menarik tagihan nasabah. Bahwa terdapat kejadian pembiayaan bermasalah yang 
di alami oleh seorang nasabah BPRS. Dikarenakan bahwa pihak nasabah tidak 
mampu untuk membayar kewajibannya. Dikarenakan usaha yang digelutinya 
tidak mampu berkembang dan menghasilkan keuntungan yang cukup untuk 
membayar angsuran. Menurut salah seorang marketing BPRS bahwa pembiayaan 
bermasalah yang terjadi di BPRS Sukowati masih cukup tinggi, pada bulan 
januari 2012 mencapai 8,8%.  
Penulis mendapatkan dua kasus pembiayaan yang terdapat pada BPRS yang 
diamati oleh penulis selama menjalankan PPL, kasus yang pertama adalah Pada 
awal mengajukan pembiayaan nasabah A yang akan membuka usaha untuk 
berjualan HP, Pulsa, Android dll, dengan yakin dan bersedia untuk melakukan 
pembayaran angsuran tiap bulan yang disepakati, karena pada awal usaha 
memang hasil yang didapatkan cukup bagus, tetapi setelah beberapa waktu 
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penghasilan nasabah terus-menerus turun dan menyebabkan nasabah tidak mampu 
membayar angsuran, dan hingga mengalami tunggakan. Pada tunggakan pertama 
pihak BPRS hanya menagih dan masih memberi negosisasi, tetapi setelah 
beberapa kali mengalami tunggakan, pihak BPRS mengirim surat kepada nasabah 
sebagai surat peringatan, tetapi tetap saja pihak nasabah tidak membayarkan 
angsurannya. 
Dari pengamatan penulis selama menjalankan PPL, Dari pihak bank sudah 
berkali-kali mengirimi surat kepada nasabah untuk segera membayarkan 
kewajibannya yang sudah mengalami tunggakan berkali-kali. Tetapi nasabah tidak 
pernah memperhatikan surat yang di berikan bank, karena nasabah memang 
benar-benar tidak mampu untuk membayar angsuran. Dan jaminan yang diberikan 
nasabah kepada bank ditawarkan untuk di lelang. Tetapi pihak nasabah tidak mau 
untuk melakukan hal tersebut. Dan pihak nasabah selalu memberikan janji-janji 
untuk melunasi dan meminta keringanan waktu. Hinggga berkali-kali diberi 
kesempatan masih tetap saja tidak mampu untuk membayar. 
Tetapi pihak bank belum memberikan opsi lain untuk penyelesaian 
pembiayaan bermasalah ini, karena dalam peraturan Bank Indonesia Nomor: 
13/09/PBI/2011 proses penyelesaian pembiayaan bermasalah bisa dilakukan 
dengan cara restrukturisasi. Cara ini diharapkan pihak nasabah bisa untuk 
melunasi kewajibannya tiap bulan. Cara ini bisa dilakukan dengan melakukan 
penataan ulang waktu pembayaran maupun nominal pembayaran. Tetapi pihak 
bank belum menawarkan cara ini karena alasan pihak bank yang dirahasiakan. 
Ada kemungkinan besar bahwa kalau saja pihak BPRS memberikan opsi 
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restrukturisasi maka nasabah akan setuju dan akan lebih mudah untuk melunasi 
kewajibannya, karena dilakukan beberapa perubahan tadi. 
Kemudian penulis melihat beberapa kejadian dalam penyelesaian 
pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh pihak nasabah dengan BPRS, yaitu 
dengan cara restrukturisasi, yaitu dengan nasabah mengajukan permohonan untuk 
di restrukturisasi, supaya pembiayaan yang dialami nasabah bisa kembali lancar, 
dengan kejadian tersebut maka penulis ingin mengetahui restrukturisasi yang 
diterapkan pada BPRS Sukowati cabang Boyolali. 
Dengan adanya fenomena yang terjadi di lembaga keuangan syariah 
tersebut, maka penulis mendapatkan kejanggalan terhadap lembaga mengenai 
penyelesaian pembiayaan bermasalah. Terutama jalan yang di ambil oleh pihak 
bank untuk melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Karena proses-
proses yang dilakukan oleh bank untuk meyelesaikan pembiayaan bermasalah 
lebih sering menggunakan jaminan yang diberikan oleh nasabah ke bank untuk 
dilelang. Karena jaminan yang diberikan nasabah ke bank biasanya merupakan 
barang yang berharga bagi nasabah, maka sebaiknya dilakukan dengan opsi lain 
dalam penyelesaian. 
Bahwa dalam peraturan Bank Indonesia 13/9/PBI/2011 penyelesaian 
pembiayaan bermasalah bisa dilakukan dengan cara restrukturisasi, yaitu dengan 
cara penjadwalan ulang baik waktu dalam angsuran maupun nominal yang 
dikeluarkan setiap bulan. Supaya pihak nasabah mampu untuk melunasi 
kewajibannya walaupun dengan jangka waktu yang lebih lama. Supaya dengan 
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restrukturisasi ini nasabah bisa lebih ringan dalam membayar kewajibannya. 
karena dalam ajaran Al-Quran surat Al.Baqarah ayat 280 yang artinya:  
 Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah 
tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua 
utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.  
Maka berdasarkan dalil ayat diatas tidak ada alasan bahwa setiap lembaga 
keuangan syariah mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan kepada 
nasabah untuk memberikan keringanan, supaya nasabah tidak terlalu keberatan 
dalam membayar kewajibannya setiap bulan dan nasabah bisa melunasinya, tetapi 
dalam memberikan keringanan kepada nasabah juga harus dilihat dari beberapa 
aspek yaitu, alasan-alasan kenapa nasabah tidak bisa untuk membayarkan 
kewajibannya, tetapi kalau nasabah dengan sengaja tidak membayarkan 
kewajibannya maka bisa dilakukan penyelesaian dengan cara hukum dan 
peraturan yang berlaku untuk perbankkan. 
Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
kebijakan-kebijakan perbankan yang telah diterapkan apakah sudah sesuai dengan 
peraturan-peraturan yang berlaku di BPRS Sukowati, seperti peraturan BI, UU, 
dan bahkan fatwa-fatwa MUI ataukah belum sesuai. Kebijakan tersebut juga 
berpengaruh terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah atau 
kredit macet, sehingga dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut nasabah 
merasa diuntungkan dan tidak merasa terbebani secara material. Kebijakan 
tersebut dilakukan dengan menguntungkan kedua belah pihak. Dan untuk 
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mengetahui di BPRS Sukowati apakah telah sesuai dengan aturan hukum yang 
berlaku. 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis akan 
melakukan penelitian dengan fenomena gap yang terjadi di lembaga keuangan 
syariah, dan penulis akan melakukan penyusunan skripsi guna memenuhi tugas 
akhir dengan judul “RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MURABAHAH 
YANG TERDAPAT PADA BPRS SUKOWATI CABANG BOYOLALI”. 
 
1.2.  Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penyelesaian 
pembiayaan bermasalah yang ada di BPRS Sukowati lebih banyak menggunakan 
proses pelelangan jaminan yang diberikan nasabah kepada BPRS, apabila dengan 
cara pemberian surat peringatan dan tenggang waktu yang diberikan masih tetap 
tidak mampu membayar, Maka dengan ini penulis menemukan sebuah teori 
mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara restrukturisai, maka 
dari itu penulis ingin mengetahui pelaksanaan dan proses restrukturisasi yang 
dilakukan pada BPRS Sukowati. 
 
1.3. Batasan Masalah 
Mengingat hal-hal yang diteliti cukup banyak dan supaya dalam masalah 
dalam penelitian ini tidak terlalu luas, maka penulis memberikan batasan masalah 
yang akan diteliti. Ruang lingkup penulis terbatas pada pelaksanaan dan proses 
restrukturisasi pembiayaan murabahah yang ada pada BPRS Sukowati. Penelitian 
di BPRS Sukowati Cab. Boyolali. Sehingga penulis dalam membahas hal ini bisa 
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fokus dan sesuai dengan harapan, dan mampu menghasilkan kesimpulan-
kesimpulan dari penelitian yang bagus baik untuk pembaca dan untuk penulis, 
sebagai tambahan ilmu pengetahuan.  
 
1.4. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis 
merumuskan masalah untuk penelitian yaitu, Bagaimana restrukturisasi 
pembiayaan Murabahah yang terdapat pada BPRS Sukowati? 
 
1.5. Tujuan Penelitian 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
pelaksanaan dan proses restrukturisai pembiayaan Murabahah yang ada pada 
BPRS Sukowati cabang boyolali. Maka penulis mencari data pada BPRS dengan 
cara wawancara kepada beberapa orang yang bertugas dan yang bertanggung 
jawab mengenai restrukturisasi pembiayaan. Dan tujuan penelitian ini yaitu untuk 
menambah khasanah keilmuan dalam perbankkan bagi pembaca, dan khususnya 
buat penulis. Buat pihak BPRS bisa digunakan untuk koreksi atas kinerja dan 
untuk kemajuan pihak BPRS. 
 
1.6. Manfaat Penelitian 
Dengan hasil dari penelitian ini diharapkan supaya  memberikan manfaat 
untuk pembaca, dan yang terpenting penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk 
akademisi dan pihak lembaga. 
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1. Bagi akademisi 
Merupakan tambahan informasi yang bermanfaat bagi pembaca yang 
berkepentingan dan sebagai salah satu sumber informasi bagi bidang 
keilmuan perbankkan syariah untuk mengatasi dan meminimalisir masalah 
yang sama di masa yang akan datang. 
2. Bagi pihak BPRS Sukowati 
Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa untuk memberikan informasi 
mengenai penyelesaian bermasalah melalui restrukturisasi dan ke efektifan 
penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi. sehingga 
pihak BPRS bisa untuk memperbaiki dalam manajemen penyelesaian 
pembiayaan bermasalah. Dan bisa digunakan sebagai tolok ukur 
keberhasilan dan prestasi pihak lembaga keuangan syariah dalam melayani 
masyarakat dengan pembiayaan dan penyelesaian yang diterapkan. 
 
1.7.  Jadwal Penelitian 
Terlampir 
 
1.8.  Sistematika Penulisan Skripsi 
Untuk memudahkan dalam memahami serta memperjelas pembahasan maka 
penulisan skripsi ini disistematikan menjadi lima bab dengan susunan sebagai 
berikut: 
BAB I: Merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai 
latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan skripsi. 
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BAB II Pada bab ini menjelaskan mengenai landasan teori. Pada bab ini   
dibahas mengenai tentang kajian teori, yang berdasarkan dari jurnal dan buku. 
BAB III Dalam bab ini membahas mengenai metodologi penelitian, waktu 
penelitian, metode penelitian, sumber data serta tekhnik pengumpulan data dan 
tekhnik analisa data yang digunakan oleh penulis. 
BAB IV Analisis Data dan Pembahasan terdiri dari gambaran umum 
penelitian, pengolahan data dan hasil pengujian data, pembahasan hasil analisis 
data. Dan di bab ini diharapkan untuk bisa menghasilkan sebuah hasil penelitian 
yang baru. 
BAB V Penutup terdiri dari kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran-
saran. 
Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan 
riwayat hidup peneliti 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1. Kajian Teori 
2.1.1.  Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah 
a.  Pengertian Restrukturisasi 
 Menurut Wangsawidjaja (2012: 447), restrukturisasi pembiayaan adalah 
upaya yang dilakukan oleh bank untuk memberikan kemudahan dan kelancaran 
kepada nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya. Yaitu dengan beberapa cara 
untuk memberikan bantuan kepada nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya, 
dengan cara antara lain melalui penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan 
kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring). Dengan cara-cara 
ini diharapkan nasabah mampu untuk menyelesaikan kewajibanya dengan tepat 
waktu. Cara ini yang harus diterapkan dalam lembaga keuangan terutama BPRS, 
karena BPRS mempunyai catatan yang tidak baik mengenai angka NPF, yaitu yang 
tertulis pada latar belakang masalah. 
Menurut Yusak (2009: 256), restrukturisasi pembiayaan menurut istilah 
adalah cara yang ditawarkan oleh pihak bank kepada nasabah dalam rangka untuk 
menyelesaikan kewajibannya dengan tepat waktu. Denga cara ini maka pihak na-
sabah diharapkan untuk berusaha menyelesaiakan kewajibannya, karena dengan 
cara ini diberikan kemudahan unuk melunasi kewajibannya. Baik dengan penjad-
walan kembali dalam membayarkan kewajiban tiap bulan, atau bahkan bisa dil-
akukan dengan memberikan persyaratan-persyaratan kembali kepada nasabah. 
Baik persyaratan dalam melakukan kesepakatan untuk menyelesaikan kewajiban, 
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atau bahkan bisa dengan memberikan keringanan kepada nasabah dengan nominal 
yang berbeda dan jangka waktu yang berbeda pula. 
Menurut DSN-MUI/47/II/2005, tentang penyelesaian piutang murabahah 
bagi nasabah tidak mampu membayar dengan cara jaminan yang diberikan nasa-
bah kepada lembaga keuangan syariah untuk dijual dengan sesuai harga pasar, 
kemudian nasabah melunasi hutangnya kepada lembaga keuangan syariah dari 
hasil penjualan kemudian apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka lem-
baga keuangan syariah mengembalikan sisanya kepada nasabah dan apabila hasil 
penjualan lebih kecil dari sisa maka hutang sisa tetap menjadi hutang nasabah ser-
ta apabila nasabah tidak mampu membayar sisa hutangnya, maka lembaga keu-
angan syariah dapat membebaskannya. 
b.  Dasar Hukum Restrukturisasi Pembiayaan 
Dasar hukum restrukturisasi pembiayaan dapat ditemukan pada Pasal 36  
UU Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah,  Dalam  pasal tersebut 
dijelaskan. ”Dalam  menyalurkan  pembiayaan  dan  melakukan  kegiatan  usaha  
lainnya, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menempuh cara-cara yang 
tidak merugikan bank syariah atau Unit Usaha Syariah dan kepentingan nasabah 
yang mempercayakan dananya kepada nasabah. ”Maka berdasarkan Undang-
Undang tersebut dijelasakan bahwa lembaga keuangan dalam melayani nasabah 
dalam berbagai transaksi, bisa dengan pembiayaan, deposito, giro dan produk lain 
dari perbankkan syariah, pihak lembaga dan nasabah tidak boleh untuk berbuat 
yang saling merugikan dan melanggar hukum. Karena semua kegiatan perbankkan 
syariah sudah diaatur dalam Undang-Undang, Dewan Syariah Nasional maupun 
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dalam Peraturan Bank Indonesia. (www.bi.go.id/NR/rdonlyres/FB99c5dd-AF63-
4D5B/pbi.pdf. Diakses pada 3 Maret 2017). 
Dasar hukum restrukturisasi ini, diatur melalui Peraturan Bank Indonesia 
Nomor: 13/09/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank syariah 
dan Unit Usaha syariah serta juga Surat Edaran Bank  Indonesia nomor 
10/34/DPbs, tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan 
Unit Usaha Syariah. Prinsip restrukturisasi pembiayaan pada bank syariah dapat 
dilihat pada Pasal 2 ayat (1) PBI Nomor 13/09/PBI/2011. Pada pasal tersebut 
dinyatakan bahwa bank syariah dalam melaksanakan restrukturisasi pem-
biayaan berdasarkan pada prinsip kehati-hatian. Dan pada Pasal 1 butir 1 angka 
(4) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/DPBS/2008, dinyatakan bahwa 
bank syariah dalam menerapkan melakukan restrukturisasi pembiayaan harus 
menerapkan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah dan prinsip akuntansi. 
(www.bi.go.id/NR/rdonlyres/FB99c5dd-/pbi.pdf. diakses pada 4 Maret 2017). 
Menurut Anshori (2010: 22), Prinsip kehati-hatian atau prudential princi-
ple adalah sebuah pengendalian resiko yang dilakukan dengan cara menerapkan 
aturan-aturan UU maupun dalam peraturan Bank Indonesia yang belaku. Kemudi-
an dari pihak internal juga diharapkan mempunyai sebuah sistem pengawasan 
yang maksimal, supaya mampu menjalankan tugas-tugasnya secara baik. Prinsip 
kehati-hatian ini diterapkan dalam restrukturisasi pembiayaan dengan memper-
hatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama yaitu sebelum melakukan restrukturisasi 
pembiayaan pihak lembaga melakukan perjanjian kepada nasabah untuk melunasi 
kewajibannya tepat waktu. Kedua yaitu lebih mengenal nasabah dengan lebih 
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dekat. Ketiga yaitu prinsip 5C yaitu, Character, Capacity, Capital, Condition, dan 
Collateral. 
Seperti dalam pengamatan langsung penulis selama melakukan PPL (Prak-
tek Pengalaman Lapangan), bahwa lembaga dalam memberikan pembiayaan 
kepada calon nasabah masih kurang dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, 
maka dalam data BI yang dituliskan di latar belakang masalah mengenai NPF 
BPRS masih tinggi. Maka pihak BPRS seharusnya lebih meningkatkan dalam 
penerapan prinsip-prinsip yang sudah diatur dalam UU, maupun peraturan Bank 
Indonesia. Untuk mengurangi angka-angka NPF yang tinggi maka pihak BPRS 
harus mempunyai manajemen resiko tersendiri untuk mengendalikan angka NPF 
tersebut. Pihak BPRS juga berusaha utuk memberikan pelatihan khusus terhadapa 
marketing mengenai dalam menganalisis dan memberikan pembiayaan kepada 
calon nasabah.  
BUS maupun UUS melakukan restrukturisasi adalah dalam rangka untuk 
membantu nasabah menyelesaikan kewajibannya, hal ini berkaitan dengan Al-
Quran Surat Al-Baqarah:280. “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesu-
karan, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan 
(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” 
Dalam ayat ini sudah jelas bahwa kita diharuskan untuk memberikan ban-
tuan kepada orang-orang yang kesulitan dalam membayar hutang, supaya orang 
yang berhutang diberikan kelonggaran dan kemudahan dalam menyelesaikan 
kewajibannya. Maka dengan ayat ini pihak lembaga keuangan syariah atau BPRS 
Sukowati cabang Boyolali dihrapakan bisa menerapkan cara ini dengan baik, 
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supaya nasabah-nasabah yang mengelami kesulitan dalam menyelesaiakan 
kewajibannya bisa diselesaikan dengan baik dan tanpa memberikan beban yang 
berat kepada nasabah, jadi antara nasabah dan BPRS bisa saling menguntungkan 
dan bisa saling memberikan bantuan untuk menyelesaikan permasalahan yang se-
dang dialami, dan pihak bank berkewajiban memberikan opsi untuk penyelesaian 
permasalahan. 
Menurut Wangsawidjaja (2012: 403), Berdasarkan ayat diatas bahwa ter-
dapat 3 cara untuk menyelesaikan hutang, antara lain yaitu: 
1.  Memberi tangguh sampai debitur berkelapangan. Yang pertama adalah 
menangguhkan dalam pembayaran kewajiban sampai yang berhutang atau 
nasabah longgar, dengan cara ini diharapkan nasabah mampu melunasi 
semua kewajibannya dengan baik, yaitu dengan adanya pemberian pe-
nangguhan dan dijadwal ulangnya pembayaran kewajiban, sehingga nasa-
bah mendapatkan kelonggaran dan bisa berusaha semaksimal mungkin un-
tuk melunasinya. Tetapi kenyataan di BPRS Sukowati seperti pengamatan 
penulis, bahwa tahap ini sudah dilakukan dengan cara memberikan surat 
penagihan, secara beberapa kali, tetapi pihak nasabah tidak ada usaha un-
tuk datang ke BPRS untuk menjelaskan kejadian atau kendala-kendala 
yang dihadapi. 
2.  Menyedekahkan sebagian hutang debitur Kemudian pada tahap yang 
kedua yaitu apabila pihak nasabah masih belum mampu melunasi pada 
kesempatan pertama, maka pihak lembaga atau BPRS Sukowati hen-
daknya menyedekahkan piutangnya kepada nasabah. Sudah jelas apabila 
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sesama muslim menyedekahkan piutangnya maka itu lebih utama dan 
lebih baik. tetapi kejadian dilapangan atau di tempat pengamatan penulis, 
cara ini belum diterapkan, bahkan ada kemungkinan besar kebanyakan 
lembaga keuangan syariah belum menerapkan tahap ini, karena masih ada 
pikiran akan kerugian bagi pihak lembaga keuangan syariah lebih khu-
susnya yaitu BPRS Sukowati. Pada cara ini sudah jelas tercantum dalam 
kitab suci Al-Quran, bahwa dengan bersedekah maka akan menambah re-
jeki kita. Dalam artian bahwa dengan cara menyedekahkan pihak BPRS 
akan semakin berkembang dan maju. 
3.     Menyedekahkan seluruh sisa hutang debitur 
Tahap yang ketiga ini adalah diterapkan pada saat cara-cara yang pertama 
dan kedua masih belum bisa untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah 
ini. Karena pada tahap ini semua hutang-hutang nasabah disedekahkan un-
tuk merigankan beban nasabah. Tetapi dalam prakteknya dalam lembaga 
keuangan syariah, khususnya BPRS Sukowati belum diterapkan. Karena 
pihak lembaga masih mempunyai ketakutan untuk kerugian untuk lem-
baga. Maka lembaga keuangan syariah seharusnya benar-benar menerap-
kan prinsip dan aturan-aturan syariah khususnya untuk BPRS Sukowati, 
supaya transaksi-transaksi pada lembaga keuangan syariah mendapatkan 
berkah dari Alloh swt. Dan dijauhkan dari segala hal-hal yang diharamkan 
oleh Alloh swt. Maka dalam prakteknya menyedekahkan seluruh sisa hu-
tang nasabah dilakukan dengan cara menghapus tagihan nasabah.  
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c. Ketentuan Restrukturisasi        
Yang Pertama Menurut Madona (2013: 58), Untuk penyelesaian pem-
biayaan bermasalah dengan restrukturisasi ada Ketentuan-ketentuan yang harus 
diperhatikan yaitu, pertama Restrukturisasi pembiayaan dilakukan untuk nasabah 
yang memenuhi kriteria sebagai berikut, nasabah dalam pembayaran kewajiban 
mengalami penurunan, nasabah masih ada harapan dalam usahanya bisa berkem-
bang dan bisa untuk melunasi kewajibannya setelah dilakukan restrukturisasi. Ke-
tentuan yang pertama yaitu pihak BPRS khususnya agar menganalisis terlebih da-
hulu terhadap nasabah, yaitu menganalisis apakah usaha yang dijalankan nasabah 
masih bisa untuk berjalan dan berkembang untuk kedepannya, dan sehingga nasa-
bah bisa untuk melunasi kewajiban.   
Kemudian yang kedua berdasarkan PBI No. 13/09/PBI/2011 pada Pasal 5 
ayat (2) restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan untuk pembiayaan dengan 
kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet (kolektibilitas 3, 4, dan 5).
 
Namun 
kebijakan ini berubah sesuai PBI No. 13/09/PBI/2011. Meskipun pada PBI No. 
13/09/PBI/2011, dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa restrukturisasi untuk 
pembiayaan dengan kualitas lancar atau dalam perhatian khusus hanya dapat 
dilakukan 1 (satu) kali. Kemudian dalam Pasal 11 ayat (1b) disebutkan bahwa 
kualitas pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi ditetapkan tidak berubah un-
tuk pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong lancar, dalam 
perhatian khusus, atau kurang lancar.  
Dan yang ketiga menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 
13/09/PBI/2011 Restruturisasi pembiayaan wajib diterpakan dan didukung untuk 
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kemajuan perbankkan syariah di Indonesia dengan cara di analisis dan bukti-bukti 
yang valid dan memadai serta dibuat dokumentasi dengan baik dan legkap, guna 
untuk kelengkapan data-data yang valid. Terutama untuk BPRS Sukowati re-
strukturisasi harus diterapkan dan dimaksimalkan secara baik, untuk memberikan 
kelonggaran kepada nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya. 
d. Kebijakan dan Prosedur Restrukturisasi Pembiayaan 
Berdasarkan Undang-Undang Ekonomi Syariah (tim redaksi fokusmedia 
,2009: 299), Kebijakan dan prosedur restrukturisasi pembiayaan mencakup be-
berapa hal-hal yang pertama yaitu, Pembentukan dan ditetapkan orang-orang 
yang khusus untuk menangani restrukturisasi pembiayaan. Maka dengan diben-
tuknya orang khusus yang bertugas untuk restrukturisasi ini bertujuan untuk lebih 
memaksimalkan dan mengoptimalkan penanganan restrukturisasi, supaya lebih 
efektif dalam penyelesaian. Maka aka nada orang tersendiri yang bertanggung 
jawab untuk melakukan restrukturisasi setiap pembiayaan bermasalah yang 
dihadapai BPRS. 
Kemudian yang kedua, Memutuskan untuk memberikan sebuah ketetapan 
limit untuk memberikan wewenang memutuskan pembiayaan yang 
direstrukturisasi. Jadi ada batasan tertentu untuk memutuskan pembiayaan ber-
masalah yang ditangani dengan restrukturisasi. Dengan adanya limit maka setiap 
pembiayaan bermasalah bisa dianalisis dan diselesaikan dengan cara-cara yang 
sesuai dengan tingkat limit yang terjadi. Dan yang ketiga yaitu, Memberlakukan 
dan menetapkan beberapa Kriteria pembiayaan yang dapat direstrukturisasi. 
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Dengan adanya kriteria ini diharapkan bisa untuk mengambil keputusan yang te-
pat akan diambilnya keputusan untuk restrukturisasi. 
Keempat yaitu, cara dan standart operating procedure restrukturisasi 
pembiayaan, termasuk penetapan penyerahan pembiayaan yang akan 
direstrukturisasi kepada satuan kerja khusus dan penyerahan kembali pembiayaan 
yang telah berhasil direstrukturisasi kepada satuan kerja pengelola pembiayaan. 
Serta yang kelima adalah Sistem informasi manajemen pembiayaan yang 
direstrukturisasi. Dengan dibantu dengan sistem informasi manajemen, maka 
proses restrukturisasi akan lebih mudah, dan semua hal-hal restrukturisasi pem-
biayaan bisa dianalisis dengan sistem ini. 
Keenam, Membuat kebijakan akan ketetapan banyaknya pelaksana re-
strukturisasi pembiayaan atau jumlah maksimalnya pelaksana restrukturisasi 
yang dilihat dengan beberapa kategori yaitu kurang lancar, diragukan dan macet. 
Dan terkahir yang ketujuh adalah, BUS atau UUS mengoreksi dan menyempur-
nakan kebijakan dan prosedur restrukturisasi pembiayaan apabila berdasarkan hasil 
analisis dari Bank Indonesia. Kebijakan dan prosedur apabila dinilai oleh Bank In-
donesia kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tidak sesuai dengan 
aturan-aturan yang berlaku untuk BUS dan UUS. Maka BI akan memberikan 
peringatan kepada lembaga-lembaga keuangan syariah khsusunya BPRS. 
Bank Indonesia dengan melalui aturannya atau disebut dengan Pera-
turan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/09/PBI/2011 tentang Restrukturisasi  
Pembiayaan  bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah bahwa restrukturisasi 
pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah 
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agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Maka dalam perbankkan syariah, khu-
susnya dalam BPRS Sukowati, restrukturisasi ini harus diterapkan dan dijalankan 
dengan baik, supaya dalam penyelesaian masalah dalam pembiayaan bisa 
diselesaikan dengna baik dan lancar sesuai aturan Bank Indonesia dan UU yang 
berlaku bagi lembaga keuangan syariah, maka ada beberapa cara yang untuk me-
nyelesaikan pembiayaan bermasalah menurut peraturan Bank Indonesia, antara 
lain melalui: 
1. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu pihak bank melakukan kebijakan 
atau memberikan pilihan kepada nasabah dalam menyelesaikan permasalahan 
pembiayaan yaitu dengan cara memberikan perubahan jadwal pembayaran 
kewajiban  nasabah  atau jangka waktunya, agar nasabah mendapat 
keringanan dalam menyelesaikan kewajibannya. Yaitu dengan cara mem-
perpanjang jangka waktu pembayaran. Menurut DSN-MUI Nomor: 
48/II/2005. Tentang penjadwalan kembali tagihan Murabahah bahwa LKS 
boleh melakukan penjadwalan kembali tagihan Murabahah bagi nasabah 
yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan 
waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan: 
a) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa. 
b) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil. 
c) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua be-
lah pihak. 
Kemudian jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika ter-
jadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dil-
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akukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kese-
pakatan melalui musyawarah. 
2.  Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu peraturan bank Indonesia yang 
digunakan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah di BPRS maupun 
LKS yang lain, yaitu dengan cara melakukan perubahan sebagian atau se-
luruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasa-
bah  yang harus dibayarkan kepada Bank  antara lain meliputi: 
a) Dirubah jadwal pembayaran, supaya waktu yang digunakan oleh nasabah 
lebih longgar dan lebih leluasa untuk berusaha melunasi kewajibannya. 
b) Perubahan jumlah angsuran, bank juga memberikan kelonggaran kepada 
nasabah dan keringanan dalam menyicil kewajibannya, karena nominal 
yang seharusnya dikeluarkan setiap bulan dikurangi. Dan menurut DSN-
MUI/46/II/2005 bahwa perubahan jumlah angsuran atau potongan tagihan 
bisa dilakukan apabila nasabah mengalami penurunan kemampuan dalam 
pembayaran kewajiban, kemudian besarnya potongan tergantung dari ke-
bijakan lembaga keuangan syariah, dan dalam pemberian potongan dil-
arang untuk melakukan perjanjian dalam akad. 
c) Perubahan jangka waktu, nasabah diberikan kemudahan dalam membayar 
cicilan, yaitu dengan di perpanjangnya jangka waktu untuk pelunasan, 
misal yang awalnya hanya diberikan waktu 4 tahun tetapi setelah 
direstrukturisasi diberi kelonggaran sampai 5 tahun. 
d) Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah. 
Dengan merubah perhitungan nisbah maka ada kemungkinan besar nasa-
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bah bisa melunasinya, karena nominal dalam pembiayaan yang diterima 
nasabah dikurangi maka nasabah dalam mengembalikan pokok bisa 
dengan nominal yang lebih sedikit, sesuai dengan perubahan nominal 
pembiayaan yang didapatkan. 
e)  Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah dan 
musyarakah, dengan merubah nisbah bagi hasil yang dikeluarkan oleh na-
sabah maka ada kemungkinan nasabah bisa melunasinya. Karena pokok 
yang dibayarkan kepada BPRS atau LKS yang bersangkutan tetap sama, 
tetapi bagi hasil yang dikeluarkan lebih sedikit. 
3. Penataan kembali (restructuring), yaitu dilakukan perubahan persyaratan 
pembiayaan antara lain meliputi: 
a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan Bank. Sehingga nasabah masih 
ada harapan dan berusaha untuk memajukan usahanya sehingga nasabah 
bisa membayarkan kewajibannya setiap bulan sampai lunas. 
b) Konversi akad pembiayaan, akad yang dahulu pada saat pertama kali 
melakukan perjanjian bisa dirubah dengan akad yang baru, guna nasabah 
bisa mebayarkan kewajibannya.  
c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu 
menengah. Menurut (Faisal, 2011) dalam jurnalnya, Bank syariah dapat 
melakukan koversi menjadi sebuah surat berharga berjangka menengah, 
dan menjadi penyertaan modal sementara. Kemudian ketentuan menurut 
Surat Edaran Bank Indonesia No.10/34/DPBS/2008 hal ini dilakukan 
dengan tiga cara yaitu yang pertama, Bank syariah melakukan pember-
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hentian pembiayaan dalam bentuk pembiayaan murabahah. Kedua, pihak 
lembaga keuangan syariah membuat akad mudharabah atau musyarakah 
dengan nasabah ataas proyek atau usaha yang diberi pembiayaan. Dan Ke-
tiga adalah memiliki surat berharga berjangka waktu menengah paling 
tinggi sebesar kewajiban nasabah. 
d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada pe-
rusahaan nasabah. 
Prosedur restrukturisasi pembiayaan pada BPRS Sukowati berdasarkan 
SOP perusahaan: 
1. Nasabah mengajukan secara tertulis pengajuan restrukturisasi kepada pihak 
bank. 
2. Kemudian pihak AO menganalisis terhadap nasabah yang mengajukan re-
strukturisasi. 
3. Kemudian hasil analisis diajukan ke direksi, apakah nasabah tersebut bisa 
direstrukturisasi atau tidak. 
4. Apabila direksi memberikan acc, maka restrukturisasi bisa dilakukan sesuai 
dengan keadaan dan kondisi nasabah. 
5. Kemudian pihak lembaga memproses restrukturisasi tersebut, melalui petugas 
khusus atau tim khusus yang menangani tentang restrukturisasi pembiayaan. 
6. Apabila restrukturisasi telah selesai diproses maka hasil dan keputusan re-
strukturisasi bisa diberitahukan kepada nasabah yang bersangkutan. 
7. Dan setelah nasabah mengetahui hasil dari restrukturisasi maka pembiayaan 
bisa dilaksanakan sesuai dengan hasil setelah restrukturisasi. 
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e. Tata Cara dan Bentuk-Bentuk Restrukturiasi Pembiayaan 
Menurut Undang-Undang Ekonomi Syariah (tim redaksi fokus media 
,2009: 302), Tata cara dan bentuk-bentuk restrukturisasi pembiayaan yaitu yang 
pertama adalah, Pembiayaan yang dilakukan lembaga keuangan yang berupa mu-
rabahah atau istishna, bisa dilakukan restrukturisasi yaitu dengan melakukan tiga 
cara yaitu, penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan juga bisa dengan pe-
nataan kembali. Dengan ketiga cara ini sudah dilakukan oleh pihak lembaga keu-
angan syariah atau khususnya BPRS Sukowati seperti yang telah diamati oleh 
penulis. Tetapi pihak yang bersangkutan maupun nasabah tetap berat dan tidak 
bisa untuk melunasi kewajibannya tersebut. 
Kedua pembiayaan dalam bentuk piutang qardh dapat direstrukturisasi 
dengan cara: penjadwalan kembali dan persyaratan kembali. Karena produk pem-
biayaan ini adalah merupakan sebuah produk yang digunakan untuk dana sosial, 
maka nasabah apabila tidak bisa mengembalikan dana pokok, maka bisa dil-
akukan dengan cara penjadwalan kembali dan persyaratan kembali. Tetapi apabila 
dengan dua cara ini masih tetap tidak mampu mengembalikan maka, maka pihak 
LKS bisa melakukan penghapusan sebagian atau seluruhnya dari kewajiban nasa-
bah. Supaya nasabah tidak keberatan dan tetap bisa untuk menghidupi keluargan-
ya. Dan pihak LKS seharusnya ada dana yang digunakan sebagai cadangan apabi-
la terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 
Menurut (Trisandini: 2006) Berdasarkan fatwa DSN No.19/DSN-
MUI/IV/2001 tentang Al Qardh pada pembiayaan Al Qardh jika nasabah tidak 
mengembalikan sebagian atau semua kewajibannya pada bank syariah, pada wak-
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tu yang disepakati bank syariah telah memastikan ketidakmampuannya, maka 
bank syariah dapat: 1). Memperpanjang jangka waktu pengembalian, 2). Mengha-
pus sebagian atau seluruh kewajibanya. Maka dalam DSN sudah jelas bahwa 
pihak bank diharuskan untuk memberikan bantuan kepada nasabah yang sedang 
mengalami kesulitan, dan diharapkan bahwa pihak nasabah bisa terbebas dari 
beban dan dari masalah, sehingga nasabah bisa untuk memenuhi kebutuhan yang 
lain, terutama kebutuhan pokok untuk keluarga. 
Ketiga yaitu pembiayaan dalam bentuk piutang mudharabah atau piutang 
musyarakah, dapat direstrukturisasi dengan cara: penjadwalan kembali, persyara-
tan kembali, dan penataan kembali. Pembiayaan ini bisa diselesaiakan apabila ada 
masalah tertentu dan diselesaikan menggunakan tiga hal diatas, karena dalam akad 
musyarakah dan mudharabah sama-sama akad kerjasama untuk sebuah usaha 
yang akan digeluti. Ada kemungkinan dengan akad ini sebuah usaha yang dijalan-
kan oleh perusahaan bisa diselesaikan dan ada harapan-harapan untuk bisa 
berkembang lagi, sehingga ada harapan bisa membayarkan bagi hasil dan 
kewajiban atau pokoknya. Dengan cara melakukan persyaratan kembali, yaitu 
dengan ketentuan-ketentuan yang baru yang tidak membebani atau memberatkan 
nasabah, dan juga dengan penjadwalan kembali serta penataan kembali, dengan 
menjadwal ulang waktu untuk melakukan pembayaran. 
Kemudian keempat yaitu pembiayaan dalam bentuk ijarah atau ijarah 
muntahiyyah bittamlik, dapat direstrukturisasi dengan cara: penjadwalan kembali, 
persyaratan kembali, dan penataan kembali. Karena dalam pembiayaan dalam 
bentuk ini dilakukan berdasarkan sewa-menyewa, maka dalam hal ini yang dil-
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akukan yaitu menggunakan barang dan jasa yang digunakan atau dimanfaatkan 
dari segi kegunaan barang dan jasa yang disewa. Dan yang kelima yaitu, pem-
biayaan multi jasa dalam bentuk ijarah, apabila mengalami bermasalah dapat 
direstrukturisasi dengan cara: penjadwalan kembali, dan persyaratan kembali. Da-
lam pembiayaan ini yang diambil manfaatnya oleh nasabah adalah manfaat dari 
segi jasa.  Dan dengan kedua cara diatas dipandang dan harapkan bisa me-
nyelesaikan masalah. 
Yang keenam yaitu pembiayaan dalam bentuk piutang salam, dapat 
direstrukturisasi dengan cara: penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan pe-
nataan kembali. Pembiayaan salam ini terjadi untuk pembiayaan yang barangnya 
belum ada, maka bisa dikatakan pesan terlebih dahulu, seperti nasabah 
mengajukan pembiayaan ke BPRS atau lembaga keuangan syariah lain, kemudian 
pihak nasabah mendapat dana untuk menanam padi, maka hasil dari penanaman 
padi tersebut diserahkan kepada pihak BPRS atau lembaga keuangan syariah, se-
bagai barang yang diterima diakhir, karena pembayaran sudah dilakukan diawal.  
f. Pelaksanaan Restrukturisasi 
 Menurut surat edaran bank Indonesia (SEBI) yang ditujukan kepada se-
luruh BPRS di Indonesia pada tanggal 22 Oktober 2008 adalah sebagai berikut: 
1. Pembiayaan yang akan direstrukturisasi dianalisis berdasarkan prospek usaha 
nasabah dan atau kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas. Jadi pihak 
bank disarankan untuk mempelajari terlebih dahulu apakah usaha yang dil-
akukan oleh nasabah mempunyai prospek untuk kedepan dan maju, sehingga 
kalau usaha yang dijalankan nasabah bisa lancar dan maju maka ada kemug-
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kinan besar nasabah bisa untuk melunasi kewajibannya. Dan pihak BPRS di-
harapkan untuk menambahkan pembiayaan kepada nasabah  supaya usaha 
yang dijalankan oleh nasabah bisa kembali beroperasi dan bisa menghasilkan 
profit yang diinginkan. 
2. Analisis yang dilakukan BPRS terhadap Pembiayaan yang direstrukturisasi dan 
setiap tahapan dalam pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan sebaiknya di-
dokumentasikan secara lengkap dan jelas. Maka dengan cara mengumpulkan 
dokumen-dokumen yang lengkap dan falid maka akan lebih mudah pihak 
BPRS untuk memantau usaha yang dijalankan nasabah, dan apabila terjadi 
hal-hal yang tidak diinginkan maka pihak BPRS tinggal menunjukkan doku-
men-dokumen persetujuan yang telah diarsip. 
3. Restrukturisasi Pembiayaan dituangkan dalam addendum akad dalam sebuah 
Pembiayaan dan atau melakukan akad Pembiayaan yang baru mengikuti 
karakteristik masing-masing bentuk Pembiayaan. Jadi pihak BPRS bisa 
melakukan akad yang baru, atau perjanjian yang baru untuk nasabah pem-
biayaan. Supaya nasabah masih tetap bisa untuk melunasi kewajibannya. 
Maka perjanjian-perjanjian yang baru ini dibuat sesuai dengan kemampuan 
nasabah dalam mendapatkan hasil dan kemampuan untuk membayar 
kewajiban.  
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada nomor 1, 2 dan 3 juga diterapkan da-
lam hal dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan yang kedua dan ketiga. 
Menurut (Jhoni: 2015), pada pelaksanaan restrukturisasi lembaga keu-
angan syariah bisa meminta untuk ganti rugi kepada nasabah untuk restrukturisasi 
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pembiayaan. Ganti rugi dibayarkan sebesar biaya riil yang dikeluarkan untuk da-
lam hal penagihan hak dan seharusnya dibayarkan oleh nasabah dan bukan meru-
pakan sebuah kerugian yang sudah diperkirakan untuk terjadi karena adanya pelu-
ang yang hilang. Adanya perubahan-perubahan yang disepakati antara pihak lem-
baga keuangan syariah dan nasabah untuk rstrukturisasi pembiayaan, serta dalam 
penetapan ganti rugi harus dituangkan Addendum dalam akad pembiayaan. 
 
2.1.2. Pembiayaan 
a.   Pengertian Pembiayaan 
 Pembiayaan adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh perbankkan syariah 
untuk mendapatkan hasil dari investasi. Kegiatan yang dilakukan dengan cara 
mengeluarkan uang atau modalnya untuk melakukan investasi yang sudah di-
rencanakan awal. Investasi yang dilakukan bisa dengan dikelola sendiri maupun 
dikelola oleh pihak lain. Investasi yang dilakukan guna untuk investasi dengan 
jangka waktu pendek mapun jangka waktu panjang. Supaya pihak lembaga yang 
mengeluarkan dananya bisa mendapatkan keuntungan dan bisa lebih untuk 
meningkatkan pembiayaan di berbagai sektor (Muhammad, 2005: 304).  
Menurut Ahmad Dahlan (2012: 162) bahwa pembiayaan adalah pena-
naman modal yang dikeluarkan perbankkan syariah dengan basis bagi hasil, apa-
bila dalam bank konvensional biasa disebut kredit dan biasanya menggunakan 
system pembayaran bunga setiap bulan kepada bank. Maka dalam perbankkan 
syariah tidak mengenal sebuah kredit tetapi menggunakan istilah pembiayaan, 
istilah kredit yang sering kita dengar yaitu merupakan istilah untuk perbankkan 
konvensional yang menggunakan sistem bunga. Maka dengan semakin maraknya 
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dan gencarnya gerakan ekonomi Islam diharapkan mampu untuk menghapus riba 
yang ada di setiap perbankkan konvensional di Indonesia khususnya dan 
umumnya untuk semua Negara-negara yang ada didunia. 
Pembiayaan yang terdapat pada perbankkan syariah menurut Bank Indo-
nesia yaitu sebuah penanaman modal dari bank syariah yang berupa uang, baik 
mata uang rupiah maupun valuta asing. Dengan penyaluran yang dilakukan beru-
pa bentuk pembiayaan, piutang, qardh, SBS dan lain sebagainya. Serta guna untuk 
meningkatkan daya guna uang sebagai alat transaksi. Pembiayaan yang terdapat 
pada bank syariah disebut juga dengan aktiva produktif, karena dengan pem-
biayaan yang dilakukan oleh bank syariah bisa menghasilkan sebuah keuntungan 
bagi bank, dan bisa untuk mengembangkan lembaga tersebut (Muhammad, 2014: 
302). 
Menurut pasal 1 Nomor 25 UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankkan 
syariah, pembiayaan yang terdapat pada perbankkan syariah dari proses ber-
jalannya keuangan, dapat dibedakan menjadi dua aktiva yaitu, earning assets dan 
non earning assets. Secara bahasa earning diartikan pendapatan, serupa dengan 
pendapatan bersih setelah pajak, pendapatan yang diterima oleh setiap orang im-
balan dan pendapatan pasif. Earning assets adalah aktiva yang menghasilkan ke-
untungan, dengan cara investasi berupa pembiayaan seperti, bagi hasil (mudhara-
bah, musyarakah), sewa (ijarah), sewa beli (ijarah muntahiyah bittamlik), jual 
beli piutang (murabahah, salam, dan isthisna’). 
Menurut UU No.21 Tahun 2008, Pembiayaan non earning assets adalah 
aktiva yang tidak untuk mencari keuntungan. Di dalam perbankkan syariah bi-
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asanya non earning assets digunakan untuk investasi dalam bidang sosial ke-
masyarakatan atau qord. Biasanya dalam qordh pihak peminjam tidak diwajibkan 
untuk mengembalikan pinjaman secara sekaligus, bahkan bisa dilakukan dengan 
cicilan dalam waktu tertentu. Aktiva ini di terapkan diperbankkan syariah guna 
untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang mempunyai kemampuan 
untuk membuka usaha tetapi kesulitan dalam modal. Maka dengan adanya qord 
ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Dana qord tidak sembarangan orang 
bisa menggunakan, karena dana ini hanya untuk kalangan masyarakat kebawah 
yang mengalami kekurangan dana untuk modal usaha. 
b. Fungsi Pembiayaan 
Menurut Muhammad (2014: 304-308), pembiayaan mempunyai beberapa 
fugsi penting yaitu: 
1. Meningkatkan daya guna uang 
Nasabah menyimpan uangnya dibank berupa tabungan, giro, maupun deposi-
to. Uang tadi akan dikelola oleh pihak perbankkan dalam prosentase tertentu 
akan ditingkatkan kegunannya untuk suatu usaha produktivitas. Para pe-
gusaha akan menggunakan pembiayaan yang diberikan oleh pihak perbank-
kan untuk memperlancar usahanya. 
2. Meningkatkan daya guna barang 
Pengusaha akan memanfaatkan pembiayaan yang ada di perbankkan untuk 
mengolah barang yang masih mentah untuk menjadi barang jadi. Produsen 
juga bisa menggunakan pembiayaan ini guna untuk bisa memaksimalkan ba-
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rang yang ada di suatu tempat yang kurang bermanfaat bisa dijadikan dan 
dipindahkan ke suatu tempat yang lebih bermanfaat. 
3. Meningkatkan peredaran uang 
Melalui pembiayaan peredaran uang kartal maupun uang giral akan akan 
lebih merata ke berbagai daerah dan sektor, sehingga adanya pembiayaan ini 
untuk menciptakan semangat dalam membuka usaha, sehingga nilai uang 
akan meningkat secara kualitatif maupun kuantitatif. 
4. Menimbulkan kegairahan berusaha 
Manusia adalah makhluk yang tidak pernah lepas dari kegiatan ekonomi, 
kebutuhan setiap hari semakin meningkat dan selalu berusaha untuk memen-
uhinya. Bahkan berbagai cara dilakukan, terutama yaitu dengan cara berusaha 
untuk membuka bisnis. Maka dengan adanya pembiayaan di perbankkan sya-
riah diharapkan masyarakat mampu memanfaatkannya untuk mengajukan 
permohonan pembiayaan untuk modal usaha dan sekaligus untuk mengem-
bangkan usaha yang digeluti. 
5. Untuk stabilitas ekonomi 
Untuk menekan laju inflasi dan juga untuk pembangunan ekonomi maka 
peranan perbankkan sangat penting terutama dalam melayani pembiayaan pe-
rusahaan maupun untuk memberikan permodalan kepada nasabah yang sudah 
memulai untuk membuka usaha dan berusaha mengembangkan bisnisnya. 
6. Sebagai peningkatan pendapatan nasional 
Apabila rata-rata pengusaha, investor, karyawan dan pemilik lahan semakin 
meningkat maka secara otomatis pendapatan negara melalui pajak bertambah. 
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Sehingga untuk penghasilan devisa akan mengalami peningkatan dan 
penggunaan devisa untuk konsumsi akan berkurang maka dengan secara 
langsung atau tidak langsung melalui pembiayaan yang dikeluarkan bank 
maka pendapatan nasional bertambah. 
7. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional 
Melalui pemberian pembiayaan antar negara maka hubungan antar negara 
yang memberi pembiayaan dan yang memohon pembiayaan akan semakin 
erat, tertutama berkaitan mengenai hubungan perdagangan internasional. 
Dengan perdagangan internasional diharapkan saling meningkatkan ekonomi 
Negara. Dan akan membuat hubungan antar negara semakin baik dalam ker-
jasama dalam berbagai sektor.  
c. Tujuan Pembiayaan 
Menurut Muhammad (2014: 304), Pembiayaan yang dikeluarkan bank 
syariah mempunyai beberapa tujuan, yakni: 
1. Bagi Pemilik uang, berharap supaya mendapatkan hasil dari dana yang sudah 
ditanamkan ke lembaga bank syariah. 
2. Pegawai juga mengharapkan untuk mendapatkan penghasilan yang pantas dari 
bank syariah yang dikelolanya, atau tempat mereka kerja. 
3. Masyarakat  
a) Pemilik Dana 
Sebagai pemilik secara otomatis mengharapkan bagi hasil atas dana yang 
sudah di investasikan melalui bank syariah. 
b) Debitur yang Bersangkutan 
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Dengan tersedianya dana yang tersedia maka akan membantu untuk men-
jalankan usahanya. 
c) Masyarakat atau konsumen 
Masyarakat akan lebih mudah untuk mendapatkan barang-barang yang 
mereka inginkan dengan mudah. 
4. Pemerintah  
Dengan adanya pembiayaan ini maka negara akan terbantu untuk malakukan 
pembangunan dari berbagai sektor, dan pemerintah juga akan mendapatkan 
pajak penghasilan yang sudah diperoleh bank. 
5.  Bank  
Bank dengan adanya pembiayaan ini diharapkan bank mampu melanjutkan 
usahanya di bidang jasa, terutama dalam jasa keuangan dan dapat membantu 
masyarakat untuk memudahkan dalam menjalankan usaha atau untuk mem-
buka usaha. Dan bank dapat bekembang dengan luas dan bisa menyebar 
keberbagai daerah sehingga banyak warga dan masyarakat yang akan dilaya-
ni.  
d. Syarat-syarat pengajuan pembiayaan 
Menurut Antonio (2001: 171), Dalam perbankkan syariah juga ada syarat-
syarat dalam pengajuan pembiayaan seperti dalam perbankkan konvensional, an-
tara lain : 
1. Surat permohonan yang ditulis pemohon pembiayaan dengan isi gambaran-
gambaran mengenai usaha yang akan dilakukan, serta memberikan gambaran 
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seperti apa prospek untuk kedepannya usaha yang akan dilakukan. Serta 
menuliskan rincian keuangan yang akan di gunakan untuk proses produksi. 
2. Melampirkan legalitas usaha, KTP, akta dalam pendirian usaha, surat izin 
umum dalam usaha, dan tanda terdaftarnya perusahaan di pemerintah. 
3. Juga dilampirkan laporan keuangan dan juga foto copy rekening bank.  
Dalam perbankkan syariah syarat-syarat yang di tentukan kurang lebih 
seperti dalam perbankkan konvensional, hampir tidak ada perbedaan. Syarat- 
syarat ini digunakan sebagai data untuk perbankkan syariah dalam melakukan 
pembiayaan kepada perusahaan. Dan sebagai patokan perusahaan dalam mem-
berikan pembiayaan, supaya tidak terjadi hal-hal yang di inginkan, seperi terjadi 
pembiayaan bermasalah. 
e. Pembiayaan Murabahah 
Murabahah merupakan akad jual beli yang dilakukan antara bank dengan 
nasabah. Bahwa nasabah mengajukan pembiayaan murabahah kepada pihak bank 
untuk membelikan suatu barang yang sangat dibutuhkan oleh nasabah, lalu bank 
menyetujui akan membelikan barang tersebut, lalu pihak bank memberi tahu 
kepada nasabah harga awal barang dan juga keuntungan yang didapat oleh bank. 
Dengan cara melakukan penawaran kepada nasabah diharapkan bahwa pihak na-
sabah tidak salah paham dan bisa mengetahui harga asli dan keuntungan yang 
akan diambil oleh bank (Dahlan, 2012: 190). 
Kemudian menurut Muhammad (2008 : 103) bahwa Murabahah adalah 
akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas 
barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, 
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kemudian ia mensyaratkan atasnya keuntungan dalam jumlah tertentu. Maka 
setelah jelas dengan spesifikasi permintaan nasabah maka pihak penyedia barang 
atau bank membelikan barang yang di inginkan nasabah, dan dengan waktu 
tertentu barang tersedia dan bisa diserahkan kepada pemesan. 
Murabahah adalah jual beli dengan harga awal tertentu kemudian di 
tambahkan dengan keuntungan yang disetujui kedua pihak. Dalam jual beli ini 
bahwa penjual harus memberikan tahu kepada pembeli terlebih dahulu harga awal 
barang yang mau di jual, kemudian harga yang kedua yaitu harga awal yang 
ditambah dengan keuntungan yang akan diambil oleh penjual. Biasanya jual beli 
ini dilakukan secara pemesanan barang terlebih dahulu. Maka jual beli Murabahah 
adalah jual beli yang dilakukan oleh oleh penjual dan pembeli dengan harga awal 
yang diketahui oleh pembeli kemudian harganya ditambah dengan keuntugan 
yang di ambil oleh penjual (Antonio, 2001: 101). 
1) Syarat Murabahah 
a). Penjual memberi tahu harga awal dan keuntungan yang di ambil 
penjual kepada nasabah atau pembeli. 
b). Perjanjian yang pertama harus sah serta harus sesuai dengan rukun-
rukun yang ada. 
c). Perjanjian harus terbebas dari riba. Dalam perjanjian ini jangan samapi 
ada pihak atau bahkan kedua pihak untuk mengarah ke riba, karena 
akan memberatkan pihak yang satunya. 
d). Penjual harus memberikan keterangan kepada pembeli apabila barang 
yang dipesan ada masalah atau cacat. 
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e). Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. 
2) Teknis Perbankan 
a) Murabahah adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang 
ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. 
b) Berdasarkan akad jual beli tersebut, bank membeli barang yang dipesan 
oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah. Harga jual 
bank adalah harga beli dari supplier ditambah dengan keuntungan yang 
disepakati. Bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang 
kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. 
Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. 
Dalam Murabahah berdasrkan pesanan, bank melakukan pembelian 
barang setelah ada pemesanan dari nasabah. Murabahah berdasarkan 
pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk 
membeli barang yang dipesannya. Pembayaran murabahah dapat 
dilakukan secara tunai atau cicilan. 
3) Ketentuan- ketentuan Murabahah 
a) Ketentuan Murabahah (Fatwa DSN No.04/DSN MUI/IV/2000) 
(1) Ketentuan umum murabahah dalam bank syariah 
(a) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang 
bebas riba. 
(b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah 
islam. 
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(c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian 
barang yang telah disepakati kualifikasinya. 
(d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama 
bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 
(e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara 
berhutang. 
(f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah 
(pemesan) dengan harga jual senilai dengan harga beli plus 
dengan keuntunganya. Dalam kaitanya bank harus memberi 
tahu secara jujur harga poko barang kepada nasabah berikut 
biaya yang diperlukan. 
(g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati 
tersebut pada jangka waktu tertentu sesuai dengan 
kesepakatan. 
(h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan 
akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian 
khusus dengan nasabah berupa pengikatan jaminan atau 
asuransi . 
(i) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk 
membeli barang dari pihak ketiga (akad wakalah), akad jual 
beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara 
prinsip, menjadi milik bank. 
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(2) Ketentuan Murabahah kepada nasabah 
(a) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian 
suatu barang atau aset kepada bank. 
(b) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli 
terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan 
pedagang. 
(c) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah 
dan nasabah harus menerima  (membelinya) sesuai dengan 
perjanjian yang telah disepakatinya. Karena secara hukum 
perjanjian tersebut mengikat. Kemudian kedua belah pihak 
harus membuat kontrak jual beli. 
(d) Dalam jual beli ini bank diperbolehkan meminta nasabah 
untuk membayar uang muka saat mentandatangani 
kesepakatan awal pemesanan. 
(e) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, 
biaya rill bank harus dibayar dari uang muka tersebut. 
b) Jaminan dalam Murabahah 
(1) jaminan dalam murabahah diperbolehkan, agar nasabah serius 
dengan pesanannya. 
(2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang 
dapat dipegang. 
c) Hutang dalam Murabahah 
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(1) secara prinsip, pemyelesaian hutang nasabah dalam transaksi 
murabahah tidak ada kaitanya dengan transaksi yang dilakukan 
nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah 
menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau 
kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaiakn hutangnya 
kepada bank. 
(2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran 
berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruhnya. 
(3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah 
harus tetap menyelesaiakn hutangnya kepada bank sesuai 
dengan kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat 
pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu di 
perhitungkan. 
f. Prosedur Pengajuan Pembiayaan secara Umum 
Menurut Muhammad (2000: 183), bahwa prosedur untuk mengajukan 
pembiayaan secara umum dibank syariah adalah yang pertama nasabah 
mengajukan pembiayaan kepada pihak lembaga keuangan syariah, kemudian na-
sabah mengisi formulir dan melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan untuk 
pengajuan pembiayaan, dan nasabah melakukan perjanjian-perjanjian dan kesepa-
katan kepada pihak lembaga. Kemudian pembiayaan disalurkan melalui beberapa 
cara, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan sosial.  
Dalam pembiayaan produktif pihak lembaga bisa menyalurkan dengan be-
berapa macam cara yaitu dengan musyarakah, mudharabah, murabahah, dan Ba’I 
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Bithaman Hasan penyaluran produktif biasanya digunakan untuk modal usaha, 
baik usaha jual-beli maupun proyek-proyek bangunan yang bisa mendapatkan ke-
untungan untuk pihak pemakai atau peminjam dana, sehingga pihak bank juga 
bisa mendapatkan hasil dari usaha yang dijalankan oleh nasabah dengan cara 
pembayaran kewajiban setiap bulan. 
Kemudian kalau pembiayaan sosial biasa disebut dengan Qardhul Hasan, 
yaitu sebuah dana social yang digunakan untuk membantu masyarakat-masyarakat 
yang kurang mampu dalam modal bahkan nol dari segi modal tetapi mempunyai 
keinginan untuk bisa berwirausaha, dan apabila usaha yang dijalankan tidak bisa 
berjalank dengan baik atau bangkrut maka pihak nasabah tidak diberikan 
kewajiban untuk bisa mengembalikan pinjaman modal tersebut dalam semua 
produk pembiayaan dalam perbankkan syariah disalurkan kemasyarakat dan 
sesuai kebutuhan. 
 
2.1.3. Konversi Akad Murabahah  
Menurut DSN-MUI/49/II/2005 Tentang Konversi Akad Murabahah dalam 
lembaga keuangan syariah bahwa setelah menimbang beberapa hal antara lain: 
a. Bahwa sistem pembayaran akad murabahah pada lembaga keuangan syariah 
pada umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang disepakati 
antara LKS dengan nasabah. 
b. Bahwa dalam nasabah mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran 
cicilan, maka ia dapat diberi keringanan. 
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c. Bahwa keringanan sebagaimana dimaksud diatas dapat diwujudkan dalam 
berupa bentuk konversi dengan membuat akad baru dalam pembayaran 
kewajiban. 
d. Bahwa untuk kepastian hukum tentang masalah tersebut menurut syariat Islam.  
Bahwa dalam konversi akad murabahah yang terdapat pada LKS ada ke-
tetapan beberapa hal sebagai berikut: 
1. Lembaga keuangan diperbolehkan untuk membuat akad baru bagi nasabah yang 
tidak bisa menyelesaiakan atau melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai 
jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi ia masih prospektif dengan be-
berapa ketetuan antara lain: 
a. Akad Murabahah dihentikan dengan cara: 
1) Obyek murabahah dijual oleh nasabah kepada lembaga keuangan syariah 
dengan harga pasar. 
2) Nasabah melunasi utangnya kepada lembaga keuangan syariah dari hasil 
penjualan. 
3) Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka kelebihan itu dapat 
dijadikan uang muka untuk akad ijarah atau bagian modal dari mudhar-
abah dan musyarakah. 
4) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap 
menjadi utang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara LKS 
dan nasabah. 
b. Lembaga keuangan syariah dan nasabah eks-murabahah tersebut dapat 
akad baru dengan akad: 
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1) Ijarah Muntahiya Bit Tamlik. 
2) Mudharabah. 
3) Musyarakah. 
2. Kemudian yang terakhir jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya 
atau jika terjadi perselisihan diantara pihak-pihak terkait, maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah 
tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 
 
2.2. Penelitian Terdahulu         
Kajian penelitian mengenai keefektifan dan cara penyelesaian pembiayaan 
bermasalah dengan jalan restrukturisasi belum ditemukan di IAIN Surakarta, 
karena belum ada mahasiswa yang meneliti, dan literatur dari buku koleksi 
perpustakaan juga masih sangat terbatas, maka penulis melakukan penelitian ini 
guna untuk melengkapi pembahasan mengenai bidang keilmuan perbankkan 
syariah, supaya bisa dijadikan referensi untuk mahasiswa tingkat bawah, dan 
supaya untuk lebih mendalami dengan penelitian mengenai restrukturisasi 
pembiayaan. Diinternet juga belum banyak pembahasan mengenai restrukturisasi 
pembiayaan. 
Madona Khairunisa seorang mahasiswa program studi magister ekonomi 
syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru dalam 
tesisnya pada tahun 2013 yang melakukan penelitian mengenai restrukturisasi 
pembiayaan dengan judul efektifitas pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan 
terhadap penurunan NPF (Non Performing Financing) pada PT. Bank Riau Kepri 
Cabang syariah Pekanbaru, bahwa didalam tulisannya mengatakan restrukturisasi 
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yang dijalankan lembaga keuangan syariah berjalan efektif khususnya pada Bank 
Riau, dan terutama bisa menurunkan NPF pasca diterapkan restrukturisasi. Di sisi 
lain dengan diterapkannya restrukturisasi pembiayaan bisa membantu nasabah 
dalam menyelesaikan kewajibannya.  
Menurut Khairunisa (2013: 125), Setelah melakukan restrukturisasi 
terhadap nasabah yang tidak lancar dalam pembayaran kewajibannya maka 
setelah direstrukturisasi bisa menjadi lancar lagi, karena kemampuan nasabah 
untuk membayar kewajibannya telah disesuaikan. Kemudian pola restrukturisasi 
yang digunakan adalah dengan cara perpanjangan jangka waktu, dan konversi 
akad yang lama kini dirubah dengan akad yang baru. Dan yang menjadi faktor 
pendukung untuk restrukturisasi adalah bahwa usaha yang dijalankan oleh 
nasabah masih bisa berjalan, dan masih ada harapan bahwa nasabah masih bisa 
untuk membayarkan kewajibannya tiap bulan. Maka penerapan restrukturisasi 
bisa dikatakan efektif, karena bisa membantu nasabah melunasi kewajiban. 
Erlina Pancareni seorang mahasiswa program diploma tiga jurusan 
Manajemen perbankkan syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 
2016 yang melakukan penelitian mengenai manajemen restrukturisasi pembiayaan 
bermasalah warung mikro di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pemalang. 
Didalam tulisannya bahwa restrukturisasi dapat terjadi apabila nasabah 
mengajukan permohonan tertulis untuk diproses dengan restrukturisasi. dan 
kemudian pihak bank menindak lanjuti permohonan tertulis dari nasabah melalui 
beberapa tahapan yaitu dengan tahapan perencanaan, tahapan pengorganisasian, 
tahap kepemimpinan dan tahap pengawasan. 
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Menurut (Erlina 2016: 76), Pertama untuk tahap perencanaan 
restrukturisasi untuk setiap nasabah tidak sama, ada yang dengan surat tagihan, 
panggilan nasabah untuk datang ke lembaga juga bisa dengan surat peringatan 
dari lembaga kepada nasabah. Kemudian kedua Tahap pengorganisasian yaitu 
yang bertugas untuk melindungi pelaksanaan restrukturisasi, dalam organisasi ini 
terdapat Asistant Mikro dan Pelaksana Marketing Mikro, dan kemudian diberi 
julukan dengan tim restruktur. Tim ini bertugas untuk mengatasi pembiayaan 
bermasalah seperti menagih angsuran pembiayaan yang kurang lancar dan tidak 
lancar. Tim Restruktur harus kompak menjadi satu tim untuk menangani 
pembiayaan bermasalah. 
Kemudian ada tahapan kepemimpinan, tahapan yang sangat berperan 
penting demi terlaksananya proses restrukturisasi. dan kemudian ada juga tahapan 
pengawasan merupakan tahap akhir dalam manajemen restrukturisasi. 
pengawasan kepada nasabah dilakukan untuk meghindari keterlambatan 
pembayaran setelah dilakukan restrukturisasi. maka pihak lembaga harus 
mempelajari dan mengamati apa saja yang menjadi masalah oleh nasabah. Dengan 
ditetapkannya manajemen restrukturisasi maka semua persoalan-persoalan 
pembiayaan bermasalah akan dengan mudah untuk diselesaikan. Manajemen 
restrukturisasi sangat berperan untuk menangani setiap pembiayaan bermasalah, 
supaya dapat diselesaikan tidak ada pihak yang dirugikan. 
Merry Kurniawati (2013: 83), seorang mahasiswa tingkat sarjana dengan 
jurusan ekonomi syariah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 
pada tahun 2013, yang menulis skripsi mengenai analisis restrukturisasi pada 
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proses penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat cabang Surabaya 
terhadap prinsip dasar ekonomi islam. Didalam tulisannya bahwa dalam 
penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara 1) penjadwalan 
kembali, yaitu dengan cara perpanjangan jangka waktu jatuh tempo pembiayaan 
tanpa mngubah sisa angsuran yang harus dibayarkan. 2) adanya pesyaratan 
kembali, jadi dilakukan penataan kembali syarat-syarat dalam pembiayaan, seperti 
nisbah bagi hasil, besarnya angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, diberikan 
potongan pokok.  
Kemudian yang 3) adalah dengan penataan kembali yaitu dengan 
menambahkan dana oleh bank kepada nasabah, agar usaha yang dijalankan 
nasabah dapat berjalan dengan baik. dengan penataan kembali ini bisa dilakukan 
dengan merubah akad. Perlu dipahami bahwa terjadinya pembiayaan bermasalah 
karena banyak faktor, ada yang faktor ketidakmampuan untuk mengelola dengan 
baik usaha, bencana alam, terjadi inflasi, ketidak mampauan untuk melakukan 
pemasaran produk ke nasabah, sehingga dengan faktor-faktor ini bisa 
menyebabkan nasabah mengalami penurunan pendapatan, sehingga kewajiban 
nasabah untuk membayar angsuran kepada bank tidak bisa dilakukan, karena 
ketiadaan yang digunakan untuk membayar.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
  
 Dalam penelitian tidak pernah luput dari yang namanya sebuah metode 
penelitian, metode yang dipakai oleh seorang peneliti untuk bisa mendapatkan 
data-data, serta hasil dalam penelitian yang diinginkan. Metode penelitian yang 
digunakan menyesuaikan mengenai hal apa yang akan di teliti, sehingga sebuah 
metode dan hal yang diteliti bisa sesuai maka akan mendapatkan sebuah hasil 
penelitian yang valid dan sesuai harapan penulis. Maka dalam penelitian kali ini 
penulis menggunakan sebuah data penelitian yaitu data kualitatif. Dengan uraian 
sebagai berikut: 
 
3.1.  Desain Penelitian 
 Berbeda dengan penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif lebih kepada 
mencari makna, pemahaman, pengertian, verstehen tentang suatu fenomena, 
kejadian, maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung atau tidak 
langsung dalam setting yang diteliti, kontekstual dan menyeluruh. Peneliti dalam 
penelitian kualitatif mencoba untuk mengerti makna suatu kejadian atau peristiwa 
dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi/fenomena 
tersebut (Muri, 2014: 328). 
 Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan cara wawancara dan 
observasi di BPRS, penulis melakukan wawancara kepada pegawai-pegawai yang 
ada pada BPRS, terutama Manajer yang merangkap remidial dan marketing pada 
BPRS. Penulis melakukan wawancara yaitu untuk melihat lebih jelas lagi 
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mengenai restrukturisasi pembiyaan yang terdapat pada BPRS Sukowati. 
Kemudian cara yang kedua dalam mencari data yaitu dengan cara observasi, yaitu 
mengamati kinerja dan proses operasional yang ada pada BPRS, kemudian juga 
melihat SOP yang berlaku pada BPRS, untuk melihat kesesuaian antara yang 
dijalankan oleh pegawai apakah sesuai dengan SOP yang berlaku, dan yang 
terakhir yaitu meminta data-data yang dibutuhkan penulis kepada Customer 
service dan Accounting, yaitu meminta data nasabah dan laporan keuangan yang 
terdapat pada BPRS. 
 
3.2.  Teknik Pengumpulan Data  
Penulis menggunakan teknik wawancara, Menurut Suprayogo (2001:172), 
bahwa wawancara adalah proses pencarian data degan cara percakapan secara 
langsung serta berhadapan tatap muka guna untuk mendapatkan data secara 
langsung dan falid terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dengan wawancara 
ini bertujuan untuk mendapatkan data secara praktis maupun ilmiah terutama 
untuk sebuah metode penelitian kualitatif. Karena untuk peneltian kualitatif 
cenderung ke analisis data-data yang diperoleh melalui wawancara, dan lebih 
banyak mengemukakan pendapat-pendapat maupun data-data dari narasumber 
maupun subyek penelitian. 
Dengan teknik wawancara ini penulis mengharapkan mampu untuk saling 
berinteraksi langsung dengan narasumber. Secara teknis wawancara dilakukan 
dengan cara saling bertatap muka dengan narasumber, dan wawancara dilakukan 
dengan cara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan daftar 
pertanyaan yang telah disiapkan oleh penulis. Sehingga wawancara bisa berjalan 
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dengan baik dan bisa mendapatkan hasil yang sesuai harapan. Sehingga penulis 
sebelum melaksanakan wawancara terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan 
yang berkaitan dengan judul penelitian, supaya pada saat pelaksanaan wawancara 
tidak membahas terlalu luas, sehingga bisa fokus ke pokok permasalahan. 
Wawancara penulis dengan pegawai dan pejabat-pejabat di BPRS 
Sukowati untuk mendapatkan data-data yang baik, data-data yang konkrit yang 
sesuai kenyataan penerapan restrukturisasi pada BPRS Sukowati. Penulis 
menginginkan semua hal megenai restrukturisasi pada lembaga tersebut 
didapatkan, mulai dari cara restrukturisasi, ketentuan-ketentuan restrukturisasi, 
serta kriteria nasabah yang bisa dilakukan restrukturisasi dan lain sebagainya. 
Yang pertama penulis wawancara adalah manajer yang merangkap 
remidial, karena pada saat penulis melakukan penelitian yang menjabat sebagai 
remidial sudah tidak bekerja lagi di BPRS, maka manajer BPRS yang 
menggantikan, kepada manajer penulis menanyakan mengenai restrukturisasi 
pembiayaan yang penulis tanyakan yang sesuai dengan list wawancara yang sudah 
penulis siapkan. Kemudian wawancara juga kepada tiga marketing BPRS, yang 
penulis tanyakan sama dengan wawancara kepada manajer BPRS. 
 
3.3.  Sumber Data 
Menurut Wiratama, (2014:73), sumber data merupakan asal data yang 
dicari darimanakah data itu didapatkan oleh penuis dan bagaimana cara data itu 
didapatkan oleh seorang penulis. Maka data ada dua macam yaitu data primer dan 
data sekunder dimana yang dimaksud data primer adalah data yang diperoleh 
dengan wawancara mapun questioner. Sedangkan data sekunder adalah data yang 
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didapatkan dengan cara melihat dari buku-buku, jurnal, website objek yang diteliti 
maupun dengan cara yang lainnya. Maka dalam penelitian ini penulis akan 
mengumpulkan data dengan kedua metode tersebut. Supaya hasil dalam penelitian 
lebih maksimal. 
Peneliti dalam mengumpulkan data dengan data primer dan sekunder 
dengan alasan bahwa dengan kedua cara tersebut akan lebih efektif dan bisa 
mendapatkan data yang diharapkan peneliti. Maka peneliti mencari data dilembaga 
yang peneliti lakukan di BPRS Sukowati Cabang Boyolali, yaitu mencari data-data 
yang sesuai dengan fenomena gap yang peneliti temukan di BPRS. Yaitu mengenai 
penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan restrukturisasi yang diterapkan di 
BPRS Sukowati. Karena penulis menggunakan metode kualitatif maka penulis 
mencari datanya dengan cara wawancara yaitu disebut data primer dan 
dokumentasi yaitu data sekunder. Maka penulis berharap dengan dua tekhnik ini 
bisa mendapatkan data-data yang relevan. 
Data yang dicari peneliti berkaitan langsung dengan pihak lembaga 
keuangan syariah, atau BPRS Sukowati. Data yang peneliti cari yaitu mengenai 
penerapan restrukturisasi pembiayaan di BPRS Sukowati, seberapa efektif dalam 
penerapan restrukturisasi serta bagaimana cara dalam melakukan proses 
penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan restrukturisasi, serta apakah kendala-
kedala dalam penerapan dan proses restrukturisasi pembiayaan. Dengan cara 
wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti dengan harapan bisa mendapatkan 
data-data terkait sesuai dengan keinginan penulis. 
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Penulis melakukan wawancara terutama dengan pimpinan lembaga, karena 
pimpinan lembaga merupakan orang yang pertama kali dan yang bertanggung 
jawab atas semua operasional yang ada pada lembaga. Kemudian penulis juga 
melakukan wawancara dengan marketing dan AO atau Account Officer, kedua ini 
juga sangant penting untuk diwawancarai, karena marketing orang yang 
memasarkan produk-produk bank, juga mencari nasabah dan yang memproses 
pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, maka ada kemungkinan bahwa marketing 
mengetahui kenapa nasabah sampai mengalami pembiayaan bermasalah. 
Kemudian AO yang bertanggung jawab untuk melakukan BI checking terhadap 
calon nasabah, apakah nasabah punya catatan-catatan buruk di bank lain. Dan juga 
menganalisa keuangan calon nasabah dan lain sebagainya. 
 
3.4.  Teknis Analisis Data 
Menurut wiratama (2004:34) analisis data adalah sebuah kegiatan yang 
dilakukan oleh seorang peneliti untuk menganalisi data dengan cara mengatur, 
mengelompokkan dan lain sebagainya guna untuk mendapatkan sebuah hasil 
penelitian yang baru, dan mendapat kan kesimpulan-kesimpulan yang membangun 
untuk sebuah obyek yang diteliti maupun untuk untuk akademisi. Dan kegiatan  
analisis data ini dilakukan guna untuk mampu menjawab fenomena gap atau 
permasalahan-permasalahan yang terjadi di sebuah obyek penelitian, dan lebih khusus 
yang diteliti oleh penulis yaitu sebuah lembaga keuangan syariah atau BPRS Sukowati 
Cabang Boyolali. 
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Peneliti dalam menganalisis data menggunakan tekhnik analisis deskriptif, 
menurut Soehadha, (2002:134), deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk 
memberi gambaran maupun sebuah pemahaman-pemahaman secara menyeluruh dan 
kompleks terhadap sebuah obyek yang diteliti. Analisis ini dilakukan dengan cara 
yang mudah yaitu dengan cara mengelompokkan data-data yang diperoleh peneliti. 
Guna memudahkan dalam menganalisis data yang diperoleh peneliti, dan bisa 
menghasilkan sebuah kesimpulan-kesimpulan yang tepat sesuai dengan data-data yang 
didapat sehingga mendapatkan sebuah pemahaman baru dan ilmu baru di bidang ilmu 
perbanakkan. Sehingga pemahaman baru ini bisa bermanfaat bagi lembaga-lembaga 
perbankkan di Indonesia untuk menjadi lebih baik, terutama BPRS Sukowati cabang 
Boyolali. 
Secara teknis dalam melakukan analisis data ini yaitu dengan cara yang pertama 
mengelompokkan data-data yang telah diperoleh penulis, kemudian data-data tersebut 
dirinci sesuai dengan urutan pokok permasalahan. Yaitu untuk menggambarkan 
bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan restrukturisasi dilakukan dan 
diterapkan pada BPRS Sukowati, dan adakah kendala-kendala yang dialami oleh 
BPRS dalam penerapan restrukturisasi pembiayaan, dan seberapa efektif 
restrukturisasi yang diterapkan untuk menyelesaiakan pembiayaan bermasalah pada 
BPRS Sukowati cabang Boyolali. 
 
3.5.  Lokasi Penelitian 
Lokasi dalam Penelitian ini dilaksanakan di Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah Sukowati Cabang Boyolali yang beralamat di Jl. Pandanaran No. 231 
Boyolali Jawa Tengah. Lokasi ini dipilih oleh penulis karena penulis mendapatkan 
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fenomena gap dari lembaga tersebut, penulis mendapatkan fenomena gap tersebut 
pada saat melakukan PPL (praktek pengalaman lapangan), dan penulis di ikut 
sertakan marketing untuk menagih pembayaran nasabah. Sehingga penulis dengan 
fenomena gap tersebut ingin meneliti dan mencari data dilembaga tersebut. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1. Gambaran Umum Perusahaan 
   Bank syariah sragen beroperasi sejak 2 juni 2008 dengan kantor pusat 
dikabupaten sragen. Kemudian BPRS Sukowati mempunyai beberapa kantor 
cabang dan kantor kas yang berada dibeberapa daerah dijawa tengah, diantaranya 
kantor cabang boyolali, grobogan, wonogiri dan karanganyar, kemudian juga 
mempunyai kantor kas di gemolong. BPRS Sukowati mempunyai upaya yaitu 
untuk menjadi solusi dalam bermuamalah yang berdasarkan prinsip syariah 
dengan terus mengembangkan produk dan pelayanan kepada masyarakat serta 
membangun kemitraan dengan pemerintah, swasta dan non pemerintah dalam 
rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan semboyan amanah dan 
barokah. 
 BPRS Sukowati mempunyai ciri khas yaitu dengan pelayanan yang 
mengutamakan jemput bola, jadi di kantor BPRS Sukowati jarang ada nasabah 
yang melakukan pembayaran maupun menabung langsung datang ke kantor, 
tetapi marketing setiap bulan rutin berkunjung ke nasabah-nasabah untuk  
mengambil setoran, maka BPRS Sukowati terus mengembangkan pelayanan yang 
ada untuk mendapatkan peningkatan kepercayaan dari masyarakat. BPRS 
Sukowati juga mempunyai ciri khas yang selalu diutamakan yaitu tabungan iB 
sukowati, yang sampai saat ini masih banyak nasabah yang menabung. Pada 
BPRS Sukowati juga mempunyai program unggulan yaitu, perumahan, 
kepemilikan (kendaraan, laptop, dan lain sebagainya), dan talangan haji. 
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4.1.1.  Produk Bank Syariah Sragen 
Dalam rangka menunjang eksistensi dan elektabilatasnya PT. BPRS 
Sukowati Sragen menawarkan berbagai macam produk dan jasa, antara lain : 
1. Investasi atau Penghimpunan Dana 
a. Tabungan  
1) Prinsip Wadiah  
Titipan nasabah berbentuk tabungan yang sewaktu-waktu dapat 
diambil oleh pemilik dan bebas dari biaya administrasi serta 
mendapatkan bonus pada akhir bulan. Banyaknya nasabah dengan prinsip 
wadiah adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.1. 
Tabel Jumlah Tabungan iB Sukowati Nasabah  
PT. BPRS Sukowati Sragen Cabang Boyolali  
2014-2016 
 
Tahun Jumlah Nasabah 
2014 1455 
2015 1554 
2016 1699 
  
   Sumber : Arsip BPRS Sukowati Cabang Boyolali 
2) Prinsip Mudharabah  
Tabungan nasabah yang dapat diambil pada waktu tertentu dan 
pada umumnya berjangka, nasabah akan mendapatkan bagi hasil 
terhadap dana investasi. Pengambilan yang tidak sesuai dengan 
60 
 
 
 
 
keperuntungan dan jangka waktunya dikenakan biaaya administrasi. 
Adapun produk dalam prinsip ini antara lain, tabungan iB Barokah, 
tabungan iB Haji, tabungan iB Pendidikan, dan tabungan iB Pensiun. 
Produk tabungan ini adalah produk yang mendasar dalam perbankkan, 
karena masyarakat luas lebih mengenal perbankkan syariah lebih identik 
dengan tabungan, tempat menyimpan uang dan menitipkan uang atau 
harta masyarakat. 
Tabel 4.2. 
Tabel Jumlah Tabungan iB Pendidikan Nasabah  
PT. BPRS Sukowati Sragen Cabang Boyolali  
2014-2016 
 
Tahun Jumlah Nasabah 
2014 100 
2015 111 
2016 111 
Sumber : Arsip BPRS Sukowati Cabang Boyolali 
 
2. Pembiayaan atau Penyaluran Dana 
a. Murabahah (Jual Beli) 
Perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah, dimana harga jual 
sebesar harga pokok ditambah dengan margin yang telah disepakati, 
dengan sistim pembayaran secara angsuran berdasarkan jangka waktu 
tertentu. Produk ini diharapkan bisa untuk membantu masyarakat untuk 
mengembangkan usaha nasabah yang akan dijalankan maupun untuk 
mengembangkan usaha yang sudah berjalan. 
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Tabel 4.3. 
Tabel Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah  
PT. BPRS Sukowati Sragen Cabang Boyolali  
2014-2016 
 
Tahun 
Murabahah modal 
kerja 
Murabaha Investasi Murabahah konsumsi 
2014 53 188 36 
2015 31 84 11 
2016 52 45 75 
Sumber : Arsip BPRS Sukowati Cabang Boyolali 
       
   Pada pengamatan penulis selama menjalankan PPL bahwa BPRS 
Sukowati menangani nasabah yang bermasalah sebanyak 2 nasabah, dan 
kedua nasabah tersebut mempunyai latar belakang masalah yang berbeda, 
sehingga dalam penyelesaian juga berbeda, yang nasabah 1 penyelesaian 
dengan cara restrukturisasi dan nasabah satunya selama penulis PPL 
sampai selesai masih dalam proses penyelesainnya. Nasabah BPRS yang 
dilakukan penyelesaian restrukturisasi masih sedikit, dan hanya beberapa 
kali saja dalam melakukan restrukturisasi. nasabah yang bermasalah juga 
dengan permasalahan yang beda-beda. 
b. Salam (Jual Beli Untuk Pertanian) 
Jual beli barang dalam bentuk pesanan penyediaan barang dengan 
kriteria tertentu dan pembayarannya dilakukan didepan. Untuk produk 
ini sebenarnya sangat membantu petani, tetapi sampai saat ini pada 
BPRS Sukowati belum ada yang minat terhadapa produk salam, mugkin 
karena pemasarannya dan bahkan kurangnya pengetahuan masyarakat 
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mengenai produk pembiayaan ini. Dan untuk pembiayaan salam masih 
perlu dikaji ulang untuk mengetahui kenapa banyak lembaga keuangan 
syariah yang mempunyai produk salam, tetapi tidak ada nasabah yang 
minat untuk menggunakan produk ini. 
Bahwa menurut laporan keuangan yang ada pada BPRS Sukowati 
untuk item pembiayaan salam nol, ini berarti belum ada masyarakat 
yang menggunakan produk ini, mungkin karena kurangnya pengetahuan 
masyarakat mengenai produk salam, dan bisa jadi memang produk ini 
tidak dibutuhkan masyarakat. 
c. Istishna’ (Jual Beli Pesanan untuk Manufactur dan Perumahan) 
Jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang 
dengan kriteria tertentu dimana pembayaran dapat dilakukan didepan 
atau secara angsuran. Bahwa menurut pengamatan penulis fasilitas ini 
juga sangat jarang dilakukan pada BPRS Sukowati, karena kebutuhan 
dan kepercayaan masyarakat terhadap BPRS harus ditingkatkan, untuk 
mendapatkan nama dan menjadi terkenal di masyarakat. Kalau BPRS 
Sukowati sudah mendapatkan tempat dimasyarakat kemungkinan besar 
BPRS akan semakin besar, sehingga banyak kantor-kantor cabang yang 
tersedia diberbagai kota. 
d. Mudharabah (Bagi Hasil) 
Perjanjian kerjasama antara bank selaku pemilik modal dengan 
mudharib (nasabah) yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk 
mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dan 
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penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang telah 
disepakati. Pada fasilitas ini dilihat pada laporan keuangan BPRS Su-
kowati menunjukkan sebesar 527,777,783, ini nominal yang cukup besar 
untuk sebuah BPRS. Pada fasilitas ini digunakan untuk keperluan jasa 
kontruksi atau pengadaaan pesanan, dimana bank memberikan modal 
sesuai porsinya. 
e. Musyarakah (Joint Venture) 
Bank dan nasabah memiliki porsi modal tertentu untuk 
bekerjasama dalam satu proyek atau usaha tertentu, dengan porsi nisbah 
bagi hasil yang telah disepakati kedua belah pihak. Pada produk ini juga 
blm ada nasabahnya, karena belum ada nasabah yang mengajukan 
kepada BPRS untuk melakukan kerjasama sebuah proyek maupun 
sebuah usaha. Baik usaha jual-beli, persewaaan, dan lain sebagainya. 
Fasilitas ini belum ada nasabahnya mungkin saja karena kurangnya 
pemasaran dan sehingga masyarakat belum mengetahui keberadaan 
BPRS Sukowati, dan ini menjadi pekerjaan rumah bagi BPRS untuk 
lebih meningkatkan lagi kualitas pelayanan, fasilitas yang ditawarkan dan 
juga kepercayaan masyarakat terhadap BPRS Sukowati harus 
ditingkatkan. 
f. Multijasa 
Perjanjian antara bank dengan nasabah untuk memenuhi kebutuhan 
nasabah yang tidak dimungkinkan menggunakan akad pembiayaan diatas 
(untuk pendidikan, kesehatan, pernikahan). Bahwa pada BPRS untuk 
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fasilitas multijasa sudah cukup banyak, yaitu menurut laporan keuangan 
tahun 2014 sebanyak 1,855,554,528. Ini menandakan bahwa pada produk 
ini sudah banyak yang memanfaatkannya untuk kepentingan pendidikan 
dan beberapa kepentingan lain, dan pada tabungan pendidikan bahwa 
menurut laporan keuangan sebesar 181,879,700. Pada nominal tersebut 
sudah banyak nasabah yang menggunakan, karena pada dasarnya BPRS 
Sukowati yang berdirinya belum lama tetapi sudah mampu dan mempu-
nyai nasabah yang banyak ini merupakan prestasi dan kemampuan yang 
dicapai oleh pegawai BPRS Sukowati Cabang Boyolali. 
g. Ijarah (Sewa) 
Perjanjian sewa menyewa barang antara bank atau pemilik dengan 
penyewa, untuk memperoleh manfaat atas barang yang disewa, setelah 
masa sewa berakhir maka barang sewaan dikembalikan kepada 
bank/pemilik, kecuali sewa beli. Pada produk ini kalau dilihat dari 
laporan keuangan BPRS masih nol, atau belum ada nasabah yang 
memanfaatkan produk ini untuk kepentingan atau untuk mencukupi 
kebutuhan masyarakat. Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai 
keunggulan sendiri-sendiri untuk menampilkan lembaga lebih bagus dan 
lebih maju pesat. 
4.1.2. Struktur Organisasi Perusahaan 
Terlampir 
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4.2 Pembahasan dan Hasil Penelitian 
Restrukturisasi merupakan upaya perbaikan yang dilakukan oleh pihak 
bank, yaitu kegiatan mengenai pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami 
kesulitan untuk memenuhi kewajibannya kepada bank. Restrukturisasi dapat 
dilakukan dalam berbagai cara, serta dapat dilakukan pada saat pembiayaan 
belum termasuk kedalam pembiayaan bermasalah. Dalam penelitian ini penulis 
akan membahas tentang bagaimana pelaksanaan dan proses restrukturisasi 
pembiayaan murabahah di BPRS Sukowati Cabang Boyolali, kemudian faktor 
dan kendala dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan, dan untuk mengetahui 
seberapa efektif dilakukan restrukturisasi dan seberapa penting penerapan 
restrukturisasi pembiayaan untuk menurunkan tingkat NPF yang tinggi yang 
terdapat pada BPRS Sukowati, karena tingkat kesehatan bank bisa dilihat dari 
tingkat tingggi rendahnya bank. Untuk lebih jelasnya penulis akan membahas 
sebagai berikut: 
 
4.2.1 Upaya-Upaya BPRS dalam meminimalisir Pembiayaan Bermasalah 
 
BPRS Sukowati merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang 
ada di kabupaten sragen, yang banyak memberikan pelayanan-pelayanan terhadap 
masyarakat disekitar BPRS. Untuk memberikan pelayanan yang terbaik maka 
pihak menawarkan produk-produk yang bisa menjadi pilihan masyarakat dan 
sesuai kebutuhan. Maka penulis tertarik dengan salah satu produk yaitu 
pembiayaan murabahah. Ini merupakan produk yang menjadi pembahasan 
penulis, kemudian yang akan penulis teliti mengenai restrukturisasi pembiayaan 
murabahah yang terdapat pada BPRS Sukowati cabang Boyolali. 
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Dari beberapa produk diatas untuk menunjang perekonomian masyarakat 
maka BPRS Sukowati melalui produk-produk pembiayaan yang ditawarkan 
megharapkan bisa untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana untuk 
membuka usaha ataupun untuk mengembangkan usaha yang sudah berjalan, maka 
dalam menyalurkan pembiayaan pihak lembaga juga harus memikirkan resiko-
resiko yang akan dialami oleh pihak lembaga, terutama resiko adanya pembiayaan 
bermasalah dari pembiayaan yang disalurkan. Pembiayaan yang disalurkan 
lembaga keuangan syariah tidak pernah luput dari adanya pembiayaan 
bermasalah. Maka untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah pihak BPRS 
melakukan pengawasan yang sesuai prosedur perusahaan. 
“Menurut Pariyono (Manajer dalam wawancara 16 juni 2017), “bahwa dari 
pihak BPRS melakukan pengawasan terhadap nasabah pembiayaan baik yang 
bermasalah atau yang lancar tetap kita lakukan pengawasan melalui 
kunjungan baik itu seminggu sekali atau bulanan, baik lewat whatsapp 
ataupun sms kita tetap komunikan. Disini juga ada sistem dari BPRS untuk 
mengontrol keadaan nasabah. Maka dari sistem pengawasan ini diharapkan 
untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti terjadi 
pembiayaan bermasalah, dengan cara dikontrol setiap bulan sekali atau 
seminggu sekali saja masih tetap terjadi pembiayaan bermasalah. Maka 
pengawasan dari BPRS sangat penting dilakukan untuk membuat penyaluran-
penyaluran pembiayaan yang telah disalurkan kepada nasabah bisa tetap 
berjalan dan lancar dalam angsuran setiap bulan”. 
 
Pada kunjungan ke tempat usaha yang dijalankan oleh nasabah pihak BPRS 
menanyakan kepada pemilik usaha, bagaimana usaha yang dijalankan, kendala 
apa yang dialami, ada masalah apa yang sedang dialami oleh nasabah. Kemudian 
BPRS juga melihat laporan keuangan selama satu bulan operasional. Dan pada 
kunjungan ke tempat usaha yang dijalankan nasabah pihak petugas BPRS sejauh 
mungkin untuk menggali informasi mengenai nasabah dan usaha yang dijalankan, 
semua hal mulai dari pemasaran produk, produksi, kualitas pekerja dan lain 
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sebagainya. Ini dilakukan untuk mencari informasi yang lebih dalam dan valid 
mengenai usaha yang djalankan nasabah, kalau mengalami permasalahan seperti 
dalam produksi maka pihak BPRS juga ikut serta dalam memberikan solusi 
kepada nasabah mengenai produksi, bisa dengan menambahkan tekhnologi, 
kualitas bahan baku dan lain sebagainya. 
“Menurut Emro (Account Officer 1 dalam wawancara 16 juni 2017), bahwa 
upaya yang dilakukan BPRS Sukowati untuk meminimalisir pembiayaan 
bermasalah melakukan beberapa langkah, yang pertama yaitu Melakukan 
penagihan kepada nasabah secara rutin setiap bulan, kemudian dari BPRS 
melakukan Kunjungan ke lokasi usaha yang dilakukan nasabah serta untuk 
mengetahui perkembangan dan kendala-kendala yang dialami oleh nasabah 
dalam menjalankan usahanya, selanjutnya yaitu Memberikan solusi kepada 
nasabah terhadap permasalahan yang dialami dan juga dengan memberikan 
surat peringatan tunggakan dan memberikan tenggang waktu dalam 
penyelesaian”. 
 
 Menurut pengamatan penulis dari beberapa upaya yang dilakukan BPRS 
Sukowati masih tetap saja terjadi pembiayaan bermasalah yang dikarenakan 
karakter nasabah yang berbeda-beda. Ada beberapa macem karakter nasabah yang 
mendapat pembiayaan dari BPRS, pertama ada yang baik dan orangnya selalu 
tertib dalam membayar kewajibannya, dan apabila mengalami masalah seperti 
masalah keuangan usaha yang dijalankan ia mau untuk berkomunikasi dengan 
baik kepada BPRS, ia berkomunikasi untuk meminta saran dari pihak BPRS, dan 
dari BPRS akan memberikan masukan-masukan kepada nasabah, untuk lebih baik 
lagi dalam memanajemen keuangan, dengan cara BPRS memberikan cara-cara 
dalam memanajemen keuangan, supaya keuangan tetap baik dan tidak mengalami 
kekacauan karena ada beberapa masalah dalam keuangan. 
Kemudian ada juga nasabah yang karakternya sangat keras kepala dan tidak 
pernah mau ditemui oleh bank, tetapi ia rutin dalam pembayaran dan lancar, ia 
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sulit ditemui karena berbagai alasan yang ia lontarkan kepada BPRS. Ada juga 
nasabah yang sulit ditemui tetapi dia juga tidak lancar dalam pembayaran, ini 
biasanya yang membuat pembiayaan bermasalah, dan bisa menambah angka NPF 
naik, dan ada kemungkinan nasabah dengan tipe seperti ini menggunakan hasil 
pembiayaan yang tidak sesuai perjanjian di awal, sehingga nasabah menggelak 
untuk ditemui karena takut ketahuan terhadap BPRS. Ada juga nasabah yang baik 
rutin membayar tetapi dia meminta untuk di ambil setorannya dirumah, dan lain 
sebagainya. 
Menurut salah seorang nasabah yaitu Erlin (Nama Disamarkan) pada saat 
wawancara 29 November 2017. “kalau pengawasannya ya menurut saya 
sudah bagus mas, saya selalu di kontrol dengan cara sms, kunjungan kayak 
gitu mas, dan selalu di tanyakan mengenai perkembangan usaha konter ini 
mas”. 
 
Menurut Sumar’in (2012: 121), Terdapat beberapa jenis monitoring dalam 
pembiayaan, antara lain :  
a. On Desk Monitoring, pemantauan pembiayaan secara administratif yaitu 
melalui instrument administrasi, seperti laporan-laporan, financial statement, 
kelengkapan dokumen, dan informasi pihak ketiga. Pada BPRS Sukowati 
pada tahap ini sudah dilakukan dengan baik, dan sesuai dengan teori sehingga 
untuk melakukan pengawasan atau mengontrol nasabah dilakukan sedemikian 
rupa seperti pada On Desk Monitoring. Dan nasabah pun juga menyerahkan 
atau memperlihatkan laporan-laporan mengenai kegiatan usaha yang 
dijalankan nasabah. 
b. On Site Monitoring, yaitu pemantauan pembiayaan itu langsung ke 
lapangan untuk melihat lokasi dan kondisi nasabah, baik sebagian, 
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menyeluruh, atau khusus tertentu untuk membuktikan pelaksanaan kebijakan 
pembiayaan, atau secara menyeluruh apakah ada deviasi yang terjadi atas 
term of lending yang disepakati.  
c. Excption Monitoring, yaitu pemantauan pembiayaan dengan memberikan 
tekanan pada hal-hal yang kurang berjalan dengan baik dan hal-hal yang  
telah berjalan sesuai dengan term of lending, dikurangi intensitasnya. 
Bahwa menurut penulis sistem pengawasan yang dilakukan BPRS sesuai 
dengan teori yang dikemukakan oleh Sumar’in, yaitu pihak BPRS melakukan 
pengawasan dengan cara mengecek laporan keuangan secara rutin, kemudian 
mencari informasi dengan pihak ketiga, dan juga selalu mengingatkan setiap bulan 
ketika sudah memasuki waktu pembayaran kewajiban, kemudian juga melakukan 
pengecekan secara langsung usaha yang dijalankan nasabah, mulai dari kondisi 
nasabah dan lokasi usaha yang dilakukan, bisa dicek menyeluruh dan juga dengan 
sebagian saja. Dan pihak BPRS juga menanyakan kendala-kendala yang dialami 
oleh nasabah, sehingga pihak BPRS bisa membantu memberikan solusi kepada 
nasabah, ini yang dilakukan BPRS untuk melakukan langka sebagai penyelamatan 
pembiayaan yaitu: 
“Dari keadaan pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan syariah 
melakukan langkah penyelamatan pembiayaan yaitu upaya atau tindakan 
untuk mempertahankan hubungan usaha antara Bank dengan nasabah 
sehubungan pembiayaan bermasalah yang dihadapi. Dalam upaya 
penyelesaian pembiayaan BPRS Sukowati cabang Boyolali melakukan 
beberapa langkah di antaranya, melakukan penagihan secara langsung 
kepada nasabah pembiayaan bermasalah, kemudian kalau nasabah 
mengalami kesulitan maka nasabah bisa mengajukan restrukturisasi 
pembiayaan, kemudian apabila nasabah mempunyai karakter yang keras dan 
sudah diberikan SP 1-3 tetap tidak membayar maka melakukan sita barang 
jaminan terutama pembiayaan kendaraan bermotor dan yang terakhir 
melakukan lelang barang jaminan melalui lembaga lelang setelah terlebih 
70 
 
 
 
 
dahulu diajukan ke Kantor Pusat, ini dilakukan apabila nasabah memang 
sudah benar-benar tidak bisa diajak musyawarah dan kondisi nasabah tidak 
memungkinkan untuk bisa membayar”. (wawancara Pariyono Manajer 
BPRS 16 Juni 2017). 
 
Maka upaya-upaya yang dilakukan BPRS bertujuan untuk menyelesaiakan 
beban nasabah dalam menghadapi permasalahan pembiayaan, serta juga 
bertujuan untuk menyelamatkan dan menurunkan NPF BPRS. Upaya-upaya yang 
dilakukan BPRS juga melihat dan memperhatikan dari pearturan-peraturan yang 
ada, terutama peraturan BI, UU, maupun dari Dewan Syariah Nasional, supaya 
yang dilakukan oleh BPRS tidak memberatkan nasabah dan merugikan 
khususnya bagi lembaga. Upaya yang dilakukan oleh BPRS ini tidak melanggar 
aturan-aturan yang ada untuk BPRS, yang dilakukan yaitu memberikan surat 
peringatan 1-3 dengan melakukan surat peringatan ini sudah biasa dan menjadi 
hal yang baku pada setiap lembaga keuangan syariah.  
kemudian upaya yang kedua apabila nasabah mengalami kesulitan 
membayar karena kemampuannya menurun maka bisa mengajukan 
restrukturisasi pembiayaan kepada BPRS. Yaitu dengan menganalisa 
permasalahan-permasalahan yang dialami oleh nasabah untuk mengetahui 
permasalahan yang sebenarnya terjadi pada  nasabah. Kemudian dari hasil analisa 
bisa ditentuka dengan cara yang mana nasabah akan dilakukan restrukturisasi. 
kemudian juga bisa dilakukan dengan pelelangan barang jaminan, apabila 
nasabah sudah benar-benar tidak mampu untuk membayar kewajibannya. 
Bahwa pada BPRS Sukowati dalam menerapakan upaya-upaya dalam 
meminimalisir pembiayaan juga memperhatikan dari ketentuan-ketentuan yang 
ada, terutama menyesuaikan teori-teori yang ada, bahwa langkah pengawasan 
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yang ada pada BPRS Sukowati lebih mengandalkan dengan tekhnologi yang 
berkembang, terutama melalui media-media sosial, dan nasabah juga diminta 
untuk selalu melaporkan keuangan setiap bulan yang ada pada usaha yang 
dijalankan oleh nasabah, sehingga dalam mengontrol nasabah pembiayaan lebih 
mudah dan lebih efisien waktu. Dari pihak BPRS Sukowati juga mempunyai 
tenaga-tenaga yang pengalaman, sehingga untuk mengontrol nasabah-nasabah 
pembiayaan lebih tepat. 
Sumber daya manusia yang ada BPRS Sukowati kebanyakan orang-orang 
yang sebelumnya sudah terjun kedunia perbankkan dan mempunyai pengalaman 
yang cukup banyak dan komplit untuk menghadapai bebrbagai macam karakter 
nasabah, dan setiap marketing mempunyai bekal sendiri-sendiri untuk 
mengontrol keadaan nasabah, sehingga untuk meminimalisir terjadinya 
pembiayaan bermasalah lebih efektif, dan marketing juga memperhatikan 
prosedur yang ada pada BPRS Sukowati dalam meminimalisir credit macet. 
Menurut nasabah (Erlin (nama disamarkan) wawancara 29 November 
2017). “Ya pihak BPRS memberikan arahan-arahan kepada saya mas, 
memberikan beberapa pilihan untuk saya, supaya tetap bisa melunasi 
utangku mas. Kan saya sebelumnya sudah ke BPRS mas, saya bilang ke 
pihak BPRS mengenai keadaan usaha saya, kemudian saya ikuti arahan-
arahan dari BPRS mas supaya bisa lunas gitu aja mas utangku”. 
 
Dan upaya yang dilakukan pihak BPRS sukowati dalam meminimalisir 
pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan aturan-
aturan yang ada pada BPRS Sukowati, dan pada menurut nasabah diatas bahwa 
yang dilakukan BPRS sudah bagus dan bisa membantu nasabah dalam melunasi 
kewajiban nasabah, dan nasabah merasa terbantu dengan apa yang dilakukan oleh 
pihak lembaga keuangan. 
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4.2.2 Proses Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah yang Terdapat Pada 
BPRS Sukowati 
Restrukturisasi merupakan salah satu dari beberapa cara yang diterapkan 
oleh lembaga keuangan syariah untuk menyelesaikan atau untuk menangani 
pembiayaan bermasalah, bisa untuk membantu nasabah untuk kembali normal 
dalam permasalahan yang dialami terutama dalam hal kewajiban yang harus 
dibayarkan kepada BPRS pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati. 
“Menurut Widiyanto (Account Officer 2 dalam wawancara 17 juli 2017), 
bahwa proses restrukturisasi dilakukan apabila ada permohonan tertulis dari 
nasabah yang mengalami permasalahan dalam membayar kewajibannya 
setiap bulan, sebelum melakukan restrukturisasi pihak BPRS melakukan 
identifikasi terhadapa permasalahan-permasalahan yang dialami nasabah, 
untuk mengetahui apakah pihak nasabah bisa diberikan restrukturisasi atau 
tidak. Tergantung dengan keadaan dan permasalahan yang dialami nasabah. 
Kalau permasalahan atau keadaan sudah tidak memungkinkan untuk 
direstrukturisasi maka nasabah tidak diperkenankan untuk melakukan 
restrukturisasi”. 
 
Restrukturisasi pembiayaan pada umunya sama semua prosesnya, kalau 
yang terdapat pada BPRS Sukowati ini menurut SOP proses yang dilakukan 
adalah dilakukan dengan cara: 
1. Nasabah mengajukan secara tertulis pengajuan restrukturisasi kepada pihak 
bank. 
2. Kemudian pihak AO menganalisis terhadap nasabah yang mengajukan 
restrukturisasi. 
3. Kemudian hasil analisis diajukan ke direksi, apakah nasabah tersebut bisa 
direstrukturisasi atau tidak. 
4. Apabila direksi memberikan acc, maka restrukturisasi bisa dilakukan sesuai 
dengan keadaan dan kondisi nasabah. 
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5. Kemudian pihak lembaga memproses restrukturisasi tersebut, melalui petugas 
khusus atau tim khusus yang menangani tentang restrukturisasi pembiayaan. 
6. Apabila restrukturisasi telah selesai diproses maka hasil dan Keputusan 
restrukturisasi bisa diberitahukan kepada nasabah yang bersangkutan. 
7. Dan setelah nasabah mengetahui hasil dari restrukturisasi maka pembiayaan 
bisa dilaksanakan sesuai dengan hasil setelah restrukturisasi. 
Berdasarkan SEBI No. 10/35/DPbs 2008 Bahwa kebijakan dan prosedur 
Restrukturisasi Pembiayaan mencakup paling kurang hal-hal sebagai berikut: 
1. Penetapan pejabat atau pegawai khusus untuk menangani Restrukturisasi 
Pembiayaan. 
2. Penetapan limit wewenang memutus Pembiayaan yang direstrukturisasi. 
3. Kriteria Pembiayaan yang dapat direstrukturisasi. 
4. Sistem dan Standard Operating Procedure Restrukturisasi Pembiayaan, 
termasuk penetapan penyerahan Pembiayaan yang akan direstrukturisasi 
kepada pejabat atau pegawai khusus yang ditunjuk dan penyerahan kembali 
Pembiayaan yang telah berhasil direstrukturisasi kepada pejabat atau 
pegawai yang ditunjuk sebagai pengelola Pembiayaan 
5. Sistem informasi manajemen Restrukturisasi  Pembiayaan, antara lain berupa 
laporan berkala  mengenai  perkembangan penanganan Pembiayaan yang 
direstrukturisasi. 
Berdasarkan pengamatan penulis di BPRS bahwa penerapan restrukturisasi 
pembiayaan sudah sesuai dengan surat edaran Bank Indonesia, karena pada 
BPRS sudah ada satuan kerja yang mengurusi mengenai restrukturisasi yaitu 
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yang terdapat pada BPRS Sukowati pusat, karena kantor cabang hanya 
membantu untuk menganalisa permasalahan yang dihadapai nasabah, kemudian 
hasil analisa diberikan kepada kantor pusat untuk meminta acc atau persetujuan 
dari direksi, kalau dari direksi memberikan persetujuan maka kantor cabang 
memproses restrukturisasi, dan hasilnya disampaikan kepada nasabah juga 
melaporkan ke bank Indonesia. Bahwa restrukturisasi dilakukan atau 
dilaksanakan apabila masih ada kemampuan dari nasabah untuk membayar 
kewajiban, tetapi nasabah mengalami penurunan, dan bahwa menurut Account 
Officer 3: 
“Menurut Effendi Swardono (Account Officer 3 dalam wawancara 17 juli 
2017), kalau untuk restrukturisasi itu sebenarnya dilakukan masih ada 
kemampuan nasabah untuk melakukan pembayaran tetapi hanya saja 
menurun kemampuannya dan masih ada keinginan untuk membayar. tidak 
boleh dilakukan hanya semata-mata mengubah kredibilitas yang semula 
macet menjadi lancar, kita lihat kondisi nasabah sendiri, kalau memang 
masih menginginkan dan punya upaya untuk melakukan angsuran bulan-
bulan kedepan sampai jatuh tempo maka kita bisa melakukan restrukturisasi 
selama kondisi keuangan nasabah, maka tetap harus ada surat pernyataan 
tertulis dan nasabah masih mempunyai kemampuan jangka panjang untuk 
melunasi kewajbannya kepada BPRS sampai jatuh tempo”. 
 
Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011 tentang 
restrukturisasi pembiayaan bahwa restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang 
dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaiakan 
kewajibannya. Dan restrukturisasi pembiayaan dilakukan apabila ada kriteria dari 
nasabah, yaitu: pertama nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran 
kemudian nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi 
kewajibannya setelah restrukturisasi. dan juga dilakukan apabila terdapat sumber 
pembayaran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajibannya setelah 
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direstrukturisasi. Maka hal-hal ini harus benar-benar diperhatikan supaya dalam 
melakukan restrukturisasi bisa sesuai harapan dan tidak terjadi kesalahan dalam 
melakukan restrukturisasi. dan kemudian menurut Account Officer 2 ada 
beberapa pendapat. 
“Menurut Widiyanto (Account Officer 2 dalam wawancara 17 juli 2017), 
prosesnya bisa dilihat di peraturan BI, apabila terjadi tunggakan maka 
secara otomatis kan terjadi bermasalah misal disebabkan omset nasabah 
menurun, maka dalam proses restrukturisasi maka kita meminta surat 
pernyataan tertulis dari nasabah, kemudian dikuatkan dengan pihak kantor, 
maka kita kroscek kembali supaya tidak ada kesalahan seperti omset yang 
diperoleh nasabah tetap, tetapi kog minta direstruk maka tidak akan 
diberikan dan supaya data-data yang terjadi pada nasabah benar. Kemudian 
kita proses untuk restrukturisasi supaya angsuran kembali normal lagi”. 
 
 Maka dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011 pasal 6 (1) 
bahwa restrukturisasi pembiayaan untuk kualitas lancar atau dalam perhatian 
khusus, hanya dapat dilakukan satu kali. Kemudian pada pasal 11 (2a dan 2b) 
bahwa pembiayaan menjadi lancar apabila tidak terdapat tunggakan selama 3 
(tiga) kali periode pembayaran angsuran pokok dan margin/bagi hasil/fee/ujrah 
secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian restrukturisasi pembiayaan dan 
apabila kualitasnya menjadi sama dengan sebelum direstrukturisasi atau bahkan 
lebih buruk, jika nasabah tidak memenuhi krteria atau syarat-syarat dalam 
perjanjian restrukturisasi pembiayaan tidak didukug dengan analisis dan 
dokumentasi yang memadai. 
Bahwa restrukturisasi ini hanya dalam rangka untuk membantu nasabah 
yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Maka restrukturisasi 
pembiayaan dilakukan sangat ketat dilakukan karena untuk meminimalisir hal-
hal yang tidak diinginkan, seperti terjadi lebih buruk lagi kategori kualitas 
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pembiayaan, maka dalam penerapannya pada BPRS Sukowati sangat ketat, dan 
bahkan menurut pengamatan penulis sangat jarang dilakukan restrukturisasi pada 
BPRS Sukowati. Karena BPRS Sukowati masih tergolong lembaga yang baru 
berdiri akan tetapi mempunyai prestasi yang bagus. Dan menurut salah seorang 
Account Officer 1 bahwa restrukturisasi pembiayaan dilakukan seribu satu 
dilakukan.  
Wawaancara dengan Emro (Account Officer 1 dalam wawancara pada 16 
juni 2017), restrukturisasi pembiayaan dilakukan hanya seribu satu mas, 
belum begitu banyak dilakukan, ya karena kita melihat kondisi nasabah 
layak untuk direstrukturisasi atau tidak. 
 
Ini dikarenakan nasabah-nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah 
diberikan SP 1-3 tidak juga bisa membayar, kemudian sudah memasuki bulan ke 
empat secara otomatis sudah masuk kedalam NPF baik itu NPF per marketing 
maupun secara keseluruhan untuk bank. Dan restrukturisasi ini dilakukan hanya 
karena beberapa faktor yang kemugkinan bisa untuk direstrukturisasi, seperti 
penurunan pendapatan, penurunan faktor produksi maupun karena terkendala 
sumber daya manusia dan lain sebagainya. Maka apabila pada bulan pertama 
dalam kesulitan membayar diharapkan nasabah segera untuk berkomnikasi 
dengan bank, yaitu menceritakan yang sebenarnya terjadi, dan karena faktor apa 
saja, supaya pihak bank juga memberikan solusi-solusi yang baik kepada 
nasabah, supaya bisa melunasi kewajibannya. 
Proses restrukturisasi pembiayaan pada BPRS Sukowati menurut 
pengamatan penulis yaitu mengikti alur yang berlaku pada BPRS, karena apabila 
dilakukan tidak mengikuti alur atau SOP yang ada dikhawatirkan akan terjadi 
hal-hal yang tidak diinginkan oleh pihak bank, dan dalam menganalisis data-data 
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yang menjadi dasar restrukturisasi harus benar-benar diperhatikan supaya 
hasilnya menjadi sesuai harapan pihak BPRS maupun bank, dalam rangka untuk 
membantu nasabah dalam menyelesaikan kewjibannya. Selama ini dalam 
menganalisa data hasilnya bagus karena petugas-petugas dalam pelaksanaan 
restrukturisasi sudah pengalaman dan mempuyai kemampuan dalam bidangnya. 
SOP restrukturisasi pembiayaan yang ada BPRS Sukowati tidak 
memberatkan nasabah dan sudah sesuai dengan aturan bank Indonesia, sehingga 
dalam pelaksanaanya bisa dilakukan dengan maksimal. Petugas-petugas  
restrukturisasi yang ada BPRS juga mempunyai kapasitas dibidangnya sehingga 
restrukturisasi pembiayaan diterapkan dalam BPRS bisa menghasilkan yang 
bagus seperti nasabah bisa melunasi kewajibannya dan lebih ringan setelah di 
lakukan restrukturisasi, sehingga bisa lunas sesuai dengan keputusan atau hasil 
dari analisa restrukturisasi. Dalam restrukturisasi pembiayaan dalam kantor 
cabang BPRS Sukowati yang bertanggung jawab adalah remidial, dan kemudian 
hasil dari remidial baru dikirim kepusat untuk mendapatkan persetujuan. 
4.2.3. Cara Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Sesuai dengan 
Karakteristik Nasabah dan Penyelesaian. 
 
 Restrukturisasi pembiayaan ada beberpa macam yang terdapat pada Surat 
Edaran Bank Indonesia No. 10/35 / DPbS 2008. Bahwa restrukturisasi 
pembiayaan ada beberapa yaitu: 
  Yang pertama penjadwalan kembali (Rescheduling), yaitu perubahan jadwal 
pembayaran kewajiban nasabah. Bahwa ini dilakukan BPRS Sukowati apabila 
ada kasus yang sesuai dengan ketentuan ini. Menurut Widiyanto (Account Officer 
2 dalam wawancara 6 september 2017) 
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“Mengtakan bahwa untuk penjadwalan kembali dilakukan apabila ada 
nasabah yang mengalami kemampuan penurunan pembayaran, yang 
dikarenakan perubahan pembayaran yang dilakukan konsumennya, kasusnya 
begini, ada nasabah yang melakukan usaha jual beli dan menjadi pusat grosir 
barang barang-barang kebutuhan sehari-hari, nah nasabah mempunyai 
langganan yang banyak, pada awal-awal langganan tersebut membayar 
barang setiap tanggal 10 setiap bulannya, tetapi dengan adanya masalah yang 
dihadapi para langgananya itu nasabah kami meminta untuk jangka waktu 
angsuran dirubah, menyesuaikan dengan uang yang disetorkan langganannya 
kepada nasabah kami. Kan namanya orang jaul beli kebutuhan sehari-hari 
gak tentu hasil penjualannya, maka cara ini dilakukan, karena masih ada 
prospek untuk melunasi. 
 
Kasus ini sesuai dengan cara yang diambil oleh nasabah untuk tetap bisa 
membayar kewajibannya setiap bulan, karena pada hakekatnya restrukturisasi 
dilakukan hanya untuk nasabah-nasabah yang masih ada hasil untuk membayar 
kewajiban kepada bank, dan hasil yang didapatkan oleh nasabah jelas. Maka 
dengan kasus diatas penyelesaiannya sangat tepat karena sangat sesuai dengan 
situasi dan kondisi yang ada pada nasabah. Maka nasabah-nasabah yang lain 
yang masih ada prospek kedepan maka sebaiknya melakukan hal-hal ini untuk 
kepentingan pribadi maupun bank, dan akan sama-sama menguntungkan dari 
kedua belah pihak. 
Menurut pemahaman penulis Proses yang dilakukaukan yaitu nasabah 
mengajukan permohonan tertulis kepada BPRS untuk dilakukan restrukturisasi, 
kemudia dari BPRS merespon, kenapa nasabah ini  minta direstrukturisasi, 
sehingga BPRS melakukan kroscek kelapangan dan meminta keterangan yang 
jelas kepada nasabah seperti kasus yang sudah diceritakan diatas, kemudian pihak 
BPRS menganalisa dari data-data yang sudah didapatkan, baik menganalisa 
laporan keuangan maupun bisa karena faktor-faktor yang membuat nasabah 
mengalami penurunan pembayaran terutama menganalisa permasalahan, 
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penyebab dan informasi yang ada. Kemudian menganalisa dari itikad nasabah, 
karakter nasabah, prospek usaha, kinerja keuangan, kemampuan membayar, 
skema dan pola restrukturisasi, strategi restrukturisasi, dan limit restrukturisasi. 
Kemudian hasil analisa dikirimkan ke kantor pusat BPRS Sukowati, untuk 
meminta persetujuan direksi. Kemudian setelah diberikan acc maka pihak BPRS 
pusat memberikan hasilnya kecabang dan untuk diproses lebih lanjut, kemudian 
yang terakhir pemberitahuan kepada nasabah dan meminta persetujuan dan tanda 
tangan dari nasabah. Dan nasabah setelah direstrukturisasi diharapkan akan lebih 
baik lagi dan tidak mengalami penurunan kemampuan membayar lagi bahkan 
malah lebih buruk dari sebelum direstrukturisasi. Kemudia menurut PBI Nomor: 
13/9/PBI/2011 pasal 11 ayat 1 a dan b bahwa kualitas pembiayaan setelah 
dilakukan restrukturisasi ditetapkan yaitu: 
a. Paling tinggi kurang lancar untuk pembiayaan yang sebelum dilakukan 
restrukturisasi tergolong diragukan atau macet. 
b. Tidak berubah untuk pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi 
tergolong lancar, dalam perhatian khusus atau kurang lancar. 
Kemudian pasal ayat 2 abc bahwa kualitas pembiayaan yang dimaksud pada 
ayat 1 adalah: 
a. Menjadi lancar, apabila tidak terdapat tunggakan selama 3 (tiga) kali 
periode pembayaran angsuran pokok dan margin bagi hasil/fee/ ujrah 
secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian restrukturisasi pembiayaan. 
b. Menjadi sama dengan kualitas pembiayaan sebelum dilakukan 
restrukturisasi pemiayaan atau menjadi lebih buuk, jika nasabah tidak 
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memenuhi kriteria dan/atau syarat-syarat dalam perjanjian restrukturisasi 
pembiayaan dan/atau pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan tidak 
didukung dengan analisa dan dokumentasi yang memadai. 
c. Dalam hal periode pembayaran angsuran pokok dan/atau margin/bagi 
hasil/fee/ujrah kurang dari satu bulan, peningkatan kualitas menjadi 
lancar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dapat dilakukan paling 
cepat dalam waktu tiga bulan sejak dilakukan restrukturisasi pembiayaan. 
Menurut Widiyanto (Account Officer 2 dalam wawancara pada 6 
september 2017), setelah direstruk nasabah ya harus berusaha 
semaksimal mungkin untuk memanfaatkan hasil restruk yang sebaik-
baiknya, supaya kewjibannya segera diselesaikan dan tetap berjalan 
normal usahanya. Dan Allhamdulillah nasabah yang ini sampai sekarang 
pembayarannya lancar mas, tidak ada masalah lagi setelah direstruk, 
kemudian nasabah ini jangka waktu awal 3 tahun, kemudian dalam 
pembayaran tiap bula diundur beberapa hari itu sesuai pendapatan 
nasabah. 
 
Maka dari hasil restrukturisasi yang dilakukan BPRS Sukowati cabang 
boyolali terhadap nasabah yang mengalami permasalahan nasabah mampu 
melunasi kewajibannya, karena permasalahan yang dihadapi nasabah sudah bisa 
dicarikan solusi-solusi yang terbaik untuk nasabah, sehingga tidak ada alasan 
nasabah untuk menalami kesulitan lagi, karena pendapatan nasabah sudah 
disesuaikan dengan tanggal pembayaran kewajiban. Dan dengan ini pihak bank 
dan nasabah bisa diuntungkan karena nasabah tetap bisa menjalankan usahanya 
dan bank tetap bisa mendapat pemasukan dari hasil pembiayaan yang diberikan 
kepada nasabah. 
Rescheduling yang ada pada BPRS Sukowati dilakukan berdasarkan 
dengan permasalahan yang dihadapi nasabah, dan yang terjadi pada BPRS 
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Sukowati rescheduling dilakukan dengan baik dan dengan hasil yang maksimal, 
sehingga benar-benar bisa membantu nasabah dalam menyelesaikan pembiayaan, 
dan petugas yang bertangung jawab atas restrukturisasi. Perubahan jadwal 
pembayaran dilakukan oleh BPRS Sukowati dengan atas dasar permasalahan 
yang dihadapi nasabah dan menyesuaikan dengan hasil analisa yang dilakukan 
oleh petugas-petugas remidial. 
Kemudian yang kedua adalah dengan cara persyaratan kembali 
(Reconditioning) yaitu dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat 
pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka 
waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban 
nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS. Cara ini dilakukan apabila 
terdapat masalah kepada nasabah yang sebagai berikut, menurut widiyanto 
(Account Officer 2 wawancara 6 september 2017) yaitu: 
Nasabah yang direstruk dengan cara ini yaitu nasabah yang diberikan 
pembiayaan masih ada prospek untuk diberikan lagi tambahan modal, jadi 
begini ada salah seorang nasabah yang mempunyai usaha peternakan 
kambing, padahal jangka waktu pelunasan diambil selama 4 tahun namun 
baru dapat 1 tahun penjualan kambing bagus dan nasabah menginginkan 
usaha yang dijalankan bisa bertambah besar dan semakin baik lagi, maka 
nasabah meminta kepada BPRS sini untuk menambah modalnya, supaya 
usaha yang dijalankan bisa lebih besar, kemudian kami menganalisa dari 
berbagai aspek yang ada nasabah, terutama karakter, catatan penjualan, 
pemasaran dan beberapa yang lain lagi, setelah dianalisa prosesnya sama 
kayak yang tadi. 
 
Masalah ini sangat bagus untuk prospek masa depan mitra antara nasabah 
dan BPRS, karena apabila dilakukan dalam jangka panjang maka akan saling 
menguntungkan, usaha yang dijalankan oleh nasabah semakin berkembang dan 
besar kemudian BPRS juga mendapatkan hasil dari pemberian pembiayaan 
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kepada nasabah. Karena pada hakikatnya yang dicari oleh BPRS adalah mitra-
mitra yang bisa untuk prospek jangka panjang dan bisa mendapatkan keuntungan 
yang bagus, sehingga kepercayaan nasabah kepada BPRS maupun sebaliknya 
akan semakin tinggi, dan saling percaya. 
Kemudian proses yang dilakukan untuk cara ini sama dengan cara yang 
diatas, yaitu nasabah mengajukan terlebih dahulu permohonan restrukturisasi 
pembiayaan kepada BPRS, kemudian pihak BPRS memberikan respon dan 
menganalisa atas permohonan nasabah, mulai dari survey kelapangan langsung 
dan juga mencari data-data mengenai penjualan, kualitas pelayanan yang 
diberikan penjual kambing kepada pembeli, dan laporan keuangan. Kemudian 
dari hasil analisa diberikan kepada BPRS pusat untuk meminta persetujuan dari 
direksi, setelah di setujui maka pihak BPRS Sukowati cabang Boyolali 
memprosesnya, dan setelah mendapatkan hasilnya diberitahukan kepada nasabah 
yang bersangkutan, kemudian dilakukan perjajian dan nasabah menandatangani 
diatas materai. 
Pada awalnya nasabah diberikan pembiayaan dari BPRS sebanyak 
45.000.000 kemudian nasabah diberikan waktu selama 4 tahun untuk lunas, dan 
setiap bulan pembayarannya sebesar 1.300.000 dan setelah diberikan tambahan 
modal yaitu diberikan tambahan sebesar 10.000.000 dan angsuran setiap bulan 
menjadi 2.000.000 dan angsuran menjadi selama 5,5 tahun. Dan setelah 
dilakukan restrukturisasi selama 8 bulan ini ternyata masih berjalan dengan baik, 
dan nasabah tidak megalami kesulitan, dan bahkan usaha yang dijalankan 
nasabah semakin berkembang.  
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Restrukturisasi pembiayaan dilakukan atas dasar karakter nasabah yang 
baik kepada BPRS, tidak pernah mengelak kalau terjadi permasalahan, bahkan 
nasabah mau untuk berkomunikasi dan meminta saran dari BPRS, sehingga dari 
masalah yang dihadapi nasabah dan dengan faktor-faktor yang dihadapi nasabah 
maka pihak BPRS berusaha menganalisa sabaik mugkin dan valid mungkin hasil 
analisa dengan disesuaikan dengan permasalahan dan data-data yang ada, supaya 
hasil restrukturisasi benar-benar berjalan dengan baik dan saling menguntungkan, 
dan nasabah bisa melunasi kewajibannya dengan tepat waktu dan tanpa 
permasalahan yang serupa. 
Kemudian yang ketiga adalah penataan kembali (restructuring), yaitu 
perubahan persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas pada rescheduling dan 
reconditioning. Maksudnya adalah perubahan persyaratan kredit yang 
menyangkut penambahan fasilitas pembiayaan, dan ada dari konversi sebagian 
tunggakan angsuran untuk dikurangi dan disertai dengan penjadwalan kembali 
atau persyaratan kembali dengan kata lain bank akan mengupayakan untuk 
mengubah kondisi kredit lebih meringankan beban angsuran nasabah. Dan 
kasusnya dalam wawancara dengan widiyanto (Account Officer 2 dalam 
wawancara pada 6 september 2017) mengatakan: 
”Seperti kasusnya adalah ada nasabah kami yang mengalami penurunan 
kemampuan untuk membayar kewajiban, bahwa nasabah mendapatkan 
dana dari BPRS unruk usaha konter HP, tetapi setelah beberapa bulan 
ternyata pendapan menurun, dan mengalami kesulitan dalam pembayaran, 
penurunan dikarenakan banyaknya pesaing sehingga pendapatan nasabah 
menurun, dan nasabah mengajukan permohonan untuk direstrukturisasi, 
dan nasabah meminta untuk menurunkan nominal pembayaran kewajiban 
setiap bulan, dan untuk diperpanjang jangka waktunya, dan dari nasabah 
sendiri masih mempunyai etika baik untuk melunasi, ya maka kami 
proses permintaan tersebut. 
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Prosesnya sama dengan kasus yang sebelumnya, tetapi hasil analisa yang 
berbeda yaitu pada nasabah ini dilakukan pengurangan jumlah angsuran dan 
jangka waktunya, yang semula 500.000 setiap bulan selama 3 tahun, maka 
setelah direstruk angsuran menjadi 350.000 perbulan dengan jangka waktu 4 
tahun. Dengan hasil ini dimaksudkan supaya nasabah mampu melunasi 
kewajibannya dengan baik dan tepat waktu, sehingga tidak ada pihak yang 
dirugikan. Setelah dilakukan restruk selama beberapa kurang lebih dua tahun 
ternyata nasaba mampu untuk membayar dengan rutin dan tanpa kendala yang 
serupa. 
Restrukturisasi pembiayaan yang dilkaukan pada BPRS Sukowati sudah 
berjalan dengan aturan-aturan yang ada pada PBI, SEBI, maupun dari undang-
undang, sehingga restrukturisasi ini sebaiknya lebih dimaksimalkan lagi untuk 
membantu nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya, 
sehingga dengan direstrukturisasi diharapakan angaka-angka NPF pada BPRS 
Sukowati bisa turun lebih baik, sehingga kalau NPF turun bisa untuk menambah 
kepercayaan masyarakat untuk menggunakan jasa pada BPRS Sukowati 
khususnya cabang Boyolali. 
Tetapi nasabah yang direstrukturisai selama ini masih sangat minim 
karena restrukturisasi tidak bisa untuk menyelesaiakan permasalahan 
permbiayaan yang sembarangan, karena ada ketentuan-ketentuan tersendiri 
megenai restrukturisai ini, jadi menurut Pariyono (Manajer dalam wawancara 16 
juni 2017), mengatakan bahwa: 
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“Disini nasabah yang direstrukturisasi sangat sedikit mas, hanya beberapa 
saja nasabah yang memenuhi kriteria restrukturisasi, sebenarnya sangat 
membantu nasabah dengan cara ini, maka ketentuan restrukturisasi sangat 
berkaitan dengan karakter nasabah itu sendiri mas, kalau karakternya baik 
pasti bisa melunasi, tetapi kalau karakternya jelek sudah pasti sangat 
susah untuk direstrukturisasi, karena hasilnya akan sama saja” 
  
   Maka ketentuan-ketentuan restrukturisasi pembiayaan harus sangat 
diperhatikan oleh BPRS, terutama harus mengedepankan prinsip kehati-hatian 
supaya bisa lebih bisa menjalankan restrukturisasi lebih baik lagi dan lebih bisa 
secara maksimal. Tentu saja dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan harus 
mengedepankan peraturan-peraturan yang ada, supaya tidak terjadi hal-hal yang 
tidak diinginkan oleh nsabah maupun BPRS.  
   Retrukturisasi pembiayaan yang ada pada BPRS Sukowati menyesuaikan 
dengan teori-teori yang ada, terutama Peraturan Bank Indonesia tahun 2011. 
Upaya meminimalisir pembiayaan bermaslah, kemudian proses-proses yang 
dilakukan oleh BPRS sukowati dan cara restrukturisasi pembiayaan yang 
dilakukan sesuai dengan macam dan karakteristik nasabah, sehingga bisa 
menghasilkan restrukturisasi yang sesuai harapan, dan mampu untuk menekan 
angka NPF yang ada BPRS, sehingga NPF turun dan kepercayaan dari 
masyarakat bisa lebih meningkat, dan prestasi BPRS semakin meningkat dalam 
hal meminimalisir pembiayaan bermasalah dan meningkatkan layanan yang ada 
supaya lebih baik. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1.   Kesimpulan 
Bahwa berdasarkan hasil pembahasan dan fakta-fakta diatas maka bisa 
diambil kesimpulan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan 
restrukturisasi yang ada pada BPRS Sukowati berjalan dengan baik, dan dengan 
penyelesaian-penyelesaian cara ini terbukti bisa membantu nasabah dalam 
menyelesaiakan pembiayaan bermasalah, sehingga nasabah bisa melunasi 
kewajibannya dengan baik. dan restrukturisasi pembiayaan perlu lebih di 
sosialisasikan lagi kepada masyarakat, karena masih banyak masyarakat yang 
tidak mengetahui dan bahkan tidak paham sama sekali mengenai restrukturisasi. 
Restrukturisasi merupakan cara penyelesaian pembiayaan bermasalah 
yang ada di BPRS Sukowati, yang mengacu pada peraturan BI dan DSN MUI 
mengenai restrukturisasi, dan juga dilengkapi dengan SOP yang berlaku pada 
BPRS Sukowati yang mengenai restrukturisasi. penyelesaian pembiayaan ini 
sangat efektif dilakukan karena dilakukan untuk meminimalisir pembiayaan 
bermasalah yang belum mencapai SP 3, karena kalau sudah masuk ke SP 3 sudah 
masuk NPF. 
Penerapan restrukturisasi pembiayaan yang ada BPRS Sukowati sudah 
baik, akan tetapi restrukturisasi ini belum banyak dilakukan oleh BPRS Sukowati 
dalam satu tahun belum tentu ada nasabah yang melakukan restrukturisasi. cara 
penyelesaian ini belum banyak dilakukan nasabah karena faktor pengetahuan 
masyarakat, faktor permasalahan yang dialami nasabah, dan lain sebagainya. 
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5.2. Saran 
 Penulis perlu mengemukakan pendapat supaya penulisan-penulisan 
selanjutnya lebih baik lagi antara lain yaitu: 
1. Sebaiknya bank dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah 
terlebih dahulu untuk menganalisis calon nasabah dengan benar-benar 
sesuai keadaan nasabah yaitu dengan cara 5c yang perlu di maksimalkan 
lagi 5C antara lain Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition 
of Economy. 
2. Dalam pelaksanaan restrukturisasi sebaiknya BPRS Sukowati lebih 
memaksimalkan lagi untuk menurunkan tingkat NPF, karena nasabah yang 
diselesaikan dengan cara restrkturisasi masih rendah, dan dalam 
pelaksanaan disesuaikan dengan Peraturan Bank Indonesia DSN MUI, dan 
UU. 
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Lampiran 1 
Struktur Organisasi Perusahaan 
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Lampiran 2 
Hasil Wawancara 
TRANSKRIP WAWANCARA PENELITIAN 
Pariyono, SE. (Manajer BPRS Sukowati). 
Pada 16 Juni 2017 di kantor BPRS Sukowati Cabang Boyolali 
 
Q :Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPRS Sukowati 
terhadap pembiayaan yang diberikan? 
A :Ngih pengawasannya ada beberapa cara, baik bermasalah atau tidak  baik 
dengan cara kunjungan itu seminggu sekali atau bulanan, baik lewat 
whatsapp ataupun sms kita tetap komunikasi. Disini juga ada sistem dari 
BPRS untuk mengontrol keadaan nasabah. Maka dari sistem pengawasan 
ini diharapkan untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak 
diinginkan seperti terjadi pembiayaan bermasalah, dengan cara dikontrol 
setiap bulan sekali atau seminggu sekali saja masih tetap terjadi 
pembiayaan bermasalah. Maka pengawasan dari BPRS sangat penting 
dilakukan untuk membuat penyaluran-penyaluran pembiayaan yang telah 
disalurkan kepada nasabah bisa tetap berjalan dan lancar dalam angsuran 
setiap bulan. 
Q  :Apakah semua nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah 
khususnya murabahah diperlakukan sama? 
A :Tetunya kalau perlakuan tetap sama tetapi penanganannya harus berbeda, 
kita kan kalau bermasalah tetap pertama kita kasih surat peringatan 
terlebih dahulu, kita surat tagihan dahulu, biar tahu dia tagihannya setiap 
bulan gimana, mengingatkan lewat surat tagihan sms ataupun whatsaap 
juga, kalau sudah ada tunggakan kita berikan SP 123. 
Q  :Bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BPRS 
Sukowati? 
A :Ngih tentunya kita lihat bermasalahnya kayak apa, mungkin karena faktor 
kemampuan usaha menurun bisa kita restrukturisasi, mungkin mekanisme 
yang berbeda atau diturunkan itu bisa, tentunya kita analisa lagi 
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kemampuannya kayak apa, mungkin kalo membutuhkan modal kalau perlu 
di SP dulu gak masalah kalau memang membutuhkan tambahan modal 
menjadi pendapatan meningkat dan tentu kita harus tahu bahwasannya 
kedepannya tidak salah, banyak yang dilakukan tentunya untuk membantu 
nasabah dan untuk apa menjaga kelancaran angsuran dibank. 
Q :Apakah kebijakan yang diterapkan BPRS Sukowati untuk meminimalisir 
pembiayaan bermasalah? 
A :dimanapun bermasalah ada, kalau meminimalisirnya ya kita tentunya harus 
selektif, yang pertama kepada setiap calon nasabah yang masuk disini, dan 
tidak semua permohonan harus disetujui sesuai dengan kemampuan 
mereka, tidak bisa dipaksakan meskipun dana tertinggi tapi kita harus 
selektif dan lebih baik harus sesuai dengan prosedur kita untuk nasabah 
yang layak ya kita terima tetapi kalau tidak layak ya kita tolak dan harus 
sesuai prosedur kita. 
Q  :Apa saja kendala untuk melaksanakan restrukturisasi pembiayaan 
murabahah? 
A  :Restrukturisasi dicabang hanya membuatkan permhonan nasabah kepada 
pusat, setelah kita wawancara kendalanya apakan tentunya nasabah ada 
alternatif, misalnya jenengan pilihannya apa meminta untuk 
restrukturisasi, itu tergantung permohonan nasabah dan masukan dari kita, 
dicabangkan hanya kewenangan untuk membuatkan permohonan, kita 
membuatkan memo ke direksi atau komite untuk disetujui, disetujui atau 
tidak kan tergantung dari direksi kalau di acc bisa diberikan restrukturisasi 
kalau tidak kan bisa dengan altenatif lain. 
Q  :Apa saja yang kendala dalam melaksanakan restrukturisasi dari setiap 
nasabah? 
A   :selama ini belum ada kendalanya, karena belum belum banyak nasabah 
yang mengajukan restrukturisasi. 
Q  :Bagaimana prosedur untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan 
murabahah? 
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A   :Prosedurnya pertama ada permohonan permintaan dari nasabah setelah kita 
adakan wawancara kenapa bermasalah dan sebagaimana kita tentunya tahu 
kelemahannya kayak gini? Kalau kayak gini kamu maunya apa? Nasabah 
ditanya kayak gitu, misal saya minta angsuran diperkecil waktunya 
diperpanjang, kalau kita analisa memang kemampuan bayar ada tetapi 
menurun boleh dilakukan permohonan ke direksi. 
Q  :Bagaimana upaya yang dilakukan BPRS Sukowati untuk penyelesaian 
pembiayaan bermasalah? 
A  :Emmmm Melakukan penagihan secara langsung kepada nasabah 
pembiayaan bermasalah, Terus kemudian kalau nasabah mengalami 
kesulitan maka nasabah bisa mengajukan restrukturisasi pembiayaan Ee 
kemudian apabila nasabah mempunyai karakter yang keras dan sudah 
diberikan SP 1-3 tetap tidak membayar maka melakukan sita barang 
jaminan terutama pembiayaan kendaraan bermotor dan yang terakhir 
melakukan lelang barang jaminan melalui lembaga lelang setelah 
terlebih dahulu diajukan ke Kantor Pusat, Eeee ini dilakukan apabila 
nasabah memang sudah benar-benar tidak bisa diajak musyawarah dan 
kondisi nasabah tidak memungkinkan untuk bisa membayar. 
 Q :Bagaimana proses yang dilakukan BPRS Sukowati sebelum dilakukan 
restrukturisasi? 
A :ngih sebelum direstrukturisasi sebelumnya kita melakukan pemberian surat 
peringatan SP 1-3 kemudian kemudian menyerahkan berkas pembiayaan 
bermasalah dari marketing kepada petugas yang menangani pembiayaan 
bermasalah, berkas yang diberikan antara lain yaitu surat permohonan dari 
nasabah, track record, mutasi angsuran pembiayaan, surat peringatan, 
termasuk akad dan jaminan pembiayaan. Petugas yang mengurusi 
pembiayaan bermasalah atau remidial melakukan analisis beberapa aspek 
untuk menentukan terhadap pembiayaan bermasalah apakah akan 
diselesaiakan degan restrukturisasi atau penyelesaian pembiayaan. 
Kemudian petugas remedial memberikan rekomendasi kepada direksi 
untuk mendapatkan keputusan atas usulan penanganan berdasarkan hasil 
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analisis yang dilakukan. Kemudian remidial melakukan tindak lanjut 
keputusan direksi mengenai penanganan pembiayaan bermasalah. 
Q :Bagaimanakah cara yang dilakukan dalam pelaksanaan restrukturisasi?  
A :caranya ya nasabah setelah melakukan dengan diskusi dengan kita, 
kemudian kita berikan pilihan-pilihan maka apabila nasabah memilih 
untuk direstruk ya nasabah membuat permohonan tertulis untuk kita, 
kemudia kita proses kita analisa kemudian kita membuat memo kita kirim 
kedireksi, apabila di acc maka kita proses kalau ngak ya kita selesaikan 
dengan cara lain. 
Q :Seberapa efektif proses restrukturisasi pembiayaan murabahah diterapkan? 
A :Bahwa restrkturisasi sangat efektif dilakukan untuk nasabah yang 
mengalami penurunan pendapatan atau prosuksi, yang disebabkan dari 
banyak faktor, seumpama dari faktor politi, ekonomi global, bencana alam 
dll. Padahal usaha yang dijalankan oleh nasabah masih ada harapan untuk 
berkembang dan maju, tetapi karena ada hal-hal tersebut tadi bisa 
membuat kemampuan nasabah menurun dalam memenuhi kewajibannya 
terhadap BPRS Sukowati, maka dari segitu kami dari pihak bank 
memberikan beberapa opsi-opsi untuk membuat lancar lagi pembiayaan 
nasabah dengan cara restrukturisasi.  
  Kemudian ada beberapa cara untuk restrukturisasi, yang pertama adalah 
dengan cara merubah jadwal pembayaran tiap bulan, dengan cara ini kami 
dari pihak lembaga mengharapkan supaya usaha yang di geluti oleh 
nasabah bisa berjalan lagi dengan baik dan kerjasama dengan BPRS bsa 
berlanjut. Kemudian yang kedua dengan cara pengurangan besarnya 
jumlah setoran, seumpama yang dahulunya setoran tiap bulan 2 juta, tetapi 
setelah mengalami permasalahan dalam usaha nasabah maka bisa 
dikurangi menjadi lebih kecil. 
Q  :apakah syarat untuk melakukan restrukturisasi? 
A :ngih syaratnya kalau persyaratan administrasi gak ada, karena ada 
addendum akad ya paling materai aja, paling-paling kita menganlisa kan 
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setelah kita buat analisa ke direksi oh tenyata di acc oh ini masih ada 
kemampuan tetapi menurun ya sudah kita turunkan saja. 
Q  : apakah sudah banyak nasabah yang direstrukturisasi? 
A : Disini nasabah yang direstrukturisasi sangat sedikit mas, hanya beberapa 
saja nasabah yang memenuhi kriteria restrukturisasi, sebenarnya sangat 
membantu nasabah dengan cara ini, maka ketentuan restrukturisasi sangat 
berkaitan dengan karakter nasabah itu sendiri mas, kalau karakternya baik 
pasti bisa melunasi, tetapi kalau karakternya jelek sudah pasti sangat susah 
untuk direstrukturisasi, karena hasilnya akan sama saja 
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TRANSKRIP WAWANCARA PENELITIAN 
Emro, (Account Officer 1). 
Pada 16 Juni 2017 di kantor BPRS Sukowati Cabang Boyolali 
 
Q : Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPRS Sukowati 
terhadap pembiayaan yang diberikan? 
A : sistem pengawasan ya mas? pertama kita selalu memantau kegiatan usaha 
nasabah, baik itu mingguan ataupun bulanan, Eeee maka kita lakukan 
kunjugan ke nasabah, kita ajak ngobrol kita Tanya kendala-kendalanya 
apa, dan yang terpenting kita selalu memantau kegiatan usaha nasabah 
gitu. 
Q : Apakah semua nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah 
khususnya murabahah diperlakukan sama? 
A  : penyelesaian pembiayaan bermasalah secara prosedural dari setiap 
nasabah itu sama, Aaaaaa hanya saja nasabah itu mempunyai karakter 
sendiri-sendiri ya, ada yang bisa diajak musyawarah ada juga ada yang 
keras kepala atau susah diajak musyawarah itu penanganannya berbeda-
beda. Dan Eeeeeee Apabila nasabah ada etika baik untuk musyawarah 
dengan kami, ya maka kami akan memberikan pilihan-pilihan untuk 
menyelesaiakan pembiayaan bermasalah yang dihadapai nasabah. 
Q : Bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BPRS 
Sukowati? 
A : Ummmmm… upaya yang kita lakukan yaitu dengan pemberian surat 
peringatan terlebih dahulu SP 1-3 kalau nasabah ada etika baik maka bisa 
kita selesaiakan dengan baik-baik, Eeeeee tetapi kalau nasabah 
mempunyai karakter yang tidak baik ya kita ambil jalur hukum, dengan 
cara pelelangan jaminan. 
Q   : Apakah kebijakan yang diterapkan BPRS Sukowati untuk meminimalisir 
pembiayaan bermasalah? 
A  : iya, Eeeemmm, bahwa upaya yang dilakukan BPRS Sukowati untuk 
meminimalisir pembiayaan bermasalah melakukan beberapa langkah, Aaaa 
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yang pertama yaitu Melakukan penagihan kepada nasabah secara rutin 
setiap bulan, emmm kemudian dari BPRS melakukan Kunjungan ke lokasi 
usaha yang dilakukan nasabah serta untuk mengetahui perkembangan dan 
kendala-kendala yang dialami oleh nasabah dalam menjalankan usahanya, 
terus selanjutnya yaitu Aaaaa Memberikan solusi kepada nasabah terhadap 
permasalahan yang dialami dan juga dengan memberikan surat peringatan 
tunggakan dan memberikan tenggang waktu dalam penyelesaian, yak itu 
yang kami lakukan”. 
Q : Apa saja kendala untuk melaksanakan restrukturisasi pembiayaan 
murabahah? 
A : Emmmm menurut saya kendalanya selama ini belum ada mas, karena 
dalam pelaksanaan restrukturisasi selalu berjalan dengan baik. 
Q : Apa saja yang kendala dalam melaksanakan restrukturisasi dari setiap 
nasabah? 
A : kendalanya ya itu tadi mas, karakter nasabah yang kurang baik terhadap 
bank, pada saat mengalami permasalahan nasabah tidak mau kooperatif 
dengan bank, tidak mau diskusi dan selalu menghindar, kalau nasabah 
seperti itu ya jalan satu-satunya lewat jalur hukum dengan melelang tadi. 
Q : Bagaimana prosedur untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan 
murabahah? 
A : Prosedur bakunya yaaa ada di BI mas, bisa dicek di website BI, kalau 
disini ya mengacu pada BI mas. 
Q : Bagaimana upaya yang dilakukan BPRS Sukowati untuk mengendalikan 
pembiayaan bermasalah? 
A : upayanya ya seperti tadi mas, kita control dan kita awasi kegiatan usaha 
nsabah, dengan cara selalu berkomunikasi baik lewat sms atau kunjungan 
langsung ke lokasi usaha nasabah. 
Q : Bagaimana proses yang dilakukan BPRS Sukowati sebelum dilakukan 
restrukturisasi? 
A : Kita lakukan penagihan dulu mas kepada nasabah, terus kita datangi 
rumahnya, kita kasih surat peringatan mas, kemudian kalau nasabah 
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mempunyai etika baik ya kita ajak diskusi kita selesaiakan dengan baik 
dengan memberikan penawaran-penawaran penyelesaian, dan emmmm 
kita lakukan analisis terhadap permasalahan yang dihadapi. 
Q : Bagaimanakah proses dan pelaksanaan restrukturisasi yang terdapat pada 
BPRS Sukowati? 
A : Ngiih, Restrukturisasi itukan dilakukan secara kondisional, menyesuaikan 
dengan keadaan nasabah seperti apa, emmm kalau nasabah mengalami 
daya kemampuan penurunan pembayaran setiap bulan yang dikarenakan 
beberapa faktor dari nasabah, tetapi nasabah masih mempunyai masih 
membuktikan untuk berusaha melunasi dan masih ada kemauan untuk 
memperbaiki keadaan keuangan nasabah. Eeeeemm terus  nasabah pun ada 
kemauan untuk berdiskusi maupun bermusyawarah dengan baik kepada 
BPRS serta ada kemauan untuk berusaha mengembangkan usaha yang 
dijalankan, dan pihak BPRS juga meganalisa ulang apakah yang 
dsampaikan nasabah itu benar sesuai fakta. Ummmm maka dengan 
keadaan ini bisa dilakukan restrukturisasi.  
Q  : Apa saja faktor pendukung dilaksanakannya restrukturisasi?  
A  : tentunya kita melihat dari karakter nasabah, kalau karakter nasabah baik 
terhadap BPRS dan mengikuti setiap aturan-aturan yang ada pada BPRS, 
serta nasabah aktif berkomunikasi kepada BPRS kalau ada 
permasalahan mengenai keuangan dan meminta solusi untuk bisa 
terus membayar kewajibannya kepada BPRS, yak kemudian nasabah 
memenuhi panggilan pihak BPRS untuk berkunjung untuk 
meyerahkan data-data yang dibutuhkan oleh BPRS dan memberikan 
keterangan-keterangan yang benar. Emmmm Kemudian nasabah ada 
sikap baik kepada BPRS pada saat mengalami kesulitan dalam melakukan 
pembayaran setiap bulan, serta dari nasabah sendiri meminta beberapa 
solusi dari BPRS. Bisa juga dari dalam BPRS sendiri tidak ada 
permasalahan yang serius, yang ada potensi untuk menggangu dalam 
proses penyelesaian pembiayaan bermasalah, Terus juga usaha nasabah 
masih berjalan dan masih ada prospek untuk berkembang, Objek jaminan 
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pembiayaan masih dipegang oleh Bank secara baik, adanya permohonan 
dari nasabah penyelamatan pembiayaan kepada Bank. 
Q  : Seberapa efektif proses restrukturisasi pembiayaan murabahah diterapkan? 
A  : ya kalau restrukturisasi ini dilakukan sangat efektif karena akan 
menguntungkan dari dua pihak, yaitu dari pihak nasabah dan pihak BPRS. 
Contohnya gini bahwa pihak nasabah bisa mendapatkan keuntungan 
karena usaha yang dijalankan tetap produksi dan bsa menghasilkan 
keuntungan, kemudian kita pihak BPRS senang karena bisa membantu 
nasabah untuk menyelesaiakan permasalahan yang dihadapi dan juga bisa 
memperoleh dari kewajiban nasabah untuk operasional maupun tetap 
berjalannya BPRS. Eeeeee Jadi dengan cara restrukturisasi enak kan 
karena sama-sama menguntungkan asalkan pada saat pengajuan 
restrukturisasi jangan pada bulan ke empat, karena bulan ke empat sudah 
masuk NPF. 
Q  : Apakah sudah banyak Nasabah yang dilakukan Restrukturisasi? 
A :Restrukturisasi pembiayaan dilakukan hanya seribu satu mas, belum begitu 
banyak dilakukan, ya karena kita melihat kondisi nasabah layak untuk 
direstrukturisasi atau tidak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
101 
 
 
 
 
TRANSKRIP WAWANCARA PENELITIAN 
Widiyanto, S.P,.SE. dan Effendi Swandono, SP.d,  (Account Officer 2 dan 3). 
Pada 17 Juli 2017 di kantor BPRS Sukowati Cabang Boyolali 
 
Q :Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPRS Sukowati 
terhadap pembiayaan yang diberikan? 
A (W) : Pertama kita lakuakan pengawasan secara langsung om, bisa dengan 
datang kelokasi mauapun lewat telefon dan sms, kita selalu berusaha 
untuk mengontrol dan memberikan pengawasan serta membantu 
apabila nasabah mengalami kendala-kendala atau mengalami 
permasalahan, jadi dengan sring komunikasi akan lebih enak om, kita 
bisa lebih akrab dan kalau ada permasalahan bisa diselesaiakan dengan 
baik. 
Q : Apakah semua nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah 
khususnya murabahah diperlakukan sama atau penyelesaiannya sama? 
A (W) : berbeda om terutama tergantung permasalahan setiap nasabah ada yang 
karena mengalami kecelakaan, Omset yang diperoleh dalam usaha yang 
dijalankan menurun dan ada juga dari pihak intern seperti terjadi 
perceraian.Dll 
A (E) : dalam menindaklanjuti dari pihak BPRS bisa memilah masalah yang 
dialami seperti apabila yang menghambat angsuran itu murni alami kita 
bisa selesaiakan dengan cara kekeluargaan, kita tidak bisa secara 
langsung melakukan lelang terhadap barang jaminan, karena itu akan 
menganggu beberapa hal. tetapi kalau dalam diselesaiakan secara 
kekeluargaan nasabah masih tetap susah ditemui atau yang lain karena 
karakter nasabah jelek, tidak kooperatif, suka berbohong kepada kami 
maka pihak BPRS bertindak tegas yaitu melakukan pelelangan barang 
jaminan. 
Q : Bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BPRS 
Sukowati? 
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A(E) : Kita memberikan surat peringatan kepada nasabah, SP1-3, kemudian 
kita ajak diskusi mengenai permasalahan yang dihadapi, kita berusaha 
mencari data dan mengumpulkan data mengenai permasalahan yang 
dihadapi nasabah, supaya kita bisa menganalisis dan bisa memberikan 
jalan keluar yang tepat dan bisa diselesaikan dengan baik.   
Q : Apakah kebijakan restrukturisasi yang diterapkan BPRS Sukowati 
untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah? 
A(E) : Tentunya setiap calon nasabah yang masuk kesini tidak semua 
diberikan pembiayaan, wlaupun proyek nasabah besar, karena kita 
butuh analisis yang tepat supaya angsuran nsabah lancar, dan kita 
analisis setiap calon nasabah dengan cara melihat pendapatan bulanan, 
karakter dan lain sebgainya untuk mengetahui sebenarnya nasabah itu 
apakah layak untuk diberikan pembiayaan. 
Q : Apa saja kendala untuk melaksanakan restrukturisasi pembiayaan 
murabahah? 
A (W) : Selama ini kendalanya belum ada, karena setiap memproses 
restrukturisasi selalu berjalan dengan baik, ya mungkin kendalanya 
karena nasabah sudah bangkrut, kan kalau sudah bangkrut sudah tidak 
bisa direstruk, kan sudah ngak ada pendapatan setiap bulan dari usaha 
yang dijalankan. 
Q : Apa saja yang kendala dalam melaksanakan restrukturisasi dari setiap 
nasabah? 
A(E) : kendalanya kembali lagi ke karakter nasabah, apabila mempunyai sikap 
yang tidak baik terhadap lembaga untuk menyelesaikan permasalahan 
terus ada juga usaha yang dilakukan nasabah bangkrut, kalau bangkrut 
kan sudah tidak bisa direstruk, ya salah satunya bisa dengan melelang 
jaminan, kemudian Pembiayaan yang diberikan oleh BPRS 
digunakan tidak sebagaimana mestinya pada saat pengajuan 
pembiayaan dan ada beberapa syarat pengajuan pembiayaan yang 
dipalsukan dan terakhir mungkin terjadi kecurangan dalam pemberian 
jaminan. 
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Q  : Bagaimana prosedur untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan 
murabahah? 
A (W) : prosesnya bisa dilihat di peraturan BI, apabila terjadi tunggakan maka 
secara otomatis kan terjadi bermasalah misal disebabkan omset nasabah 
menurun, maka dalam proses restrukturisasi maka kita meminta surat 
pernyataan tertulis dari nasabah, kemudian dikuatkan dengan pihak 
kantor, maka kita kroscek kembali supaya tidak ada kesalahan seperti 
omset yang diperoleh nasabah tetap, tetapi kog minta direstruk maka 
tidak akan diberikan dan supaya data-data yang terjadi pada nasabah 
benar. Kemudian kita proses untuk restrukturisasi supaya angsuran 
kembali normal lagi. 
A (E) : untuk restrukturisasi semua mengacu pada BI, Cuma dr kebijaksanan dr 
perbankkan fleksibel, karena BI hanya memantau secara umum, yg 
menjalankan dilapanagankan dr perbankkan, maka sejauh mana 
penerapannya kan yang tahu hanya pihak bank sendiri. 
Q : Bagaimana proses yang dilakukan BPRS Sukowati sebelum dilakukan 
restrukturisasi? 
A (W) : kita lakukan analisis terlebih dahulu mas, terhadap permasalahan yang 
dihadapi nasabah, kita lakukan wawancara, seberapa besar 
permasalahan yang dihadapi nasabah, apabila sudah bangkrut kan gak 
mungkin mau direstruk, kan sudah tidak ada hasil dari usahanya. 
Kemudian ada permohonan dari nasabah, ya kemudian kita analisi 
masalah nasabah dan kita mengajukan kepada direksi, apakah diacc 
atau tidak kan terserah kebijakan direksi, kalau di acc ya kita proses 
kalau ngak ya kita beri pilihan lain. 
A (E) : kalau untuk restrukturisasi itu sebenarnya dilakukan kalau nasabah 
masih ada kemampuan untuk melakukan pembayaran tetapi hanya saja 
menurun kemampuannya dan masih ada keinginan untuk membayar. 
tidak boleh dilakukan hanya semata-mata mengubah kredibilitas yang 
semula macet menjadi lancar, kita lihat kondisi nasabah sendiri, kalau 
memang masih menginginkan dan punya upaya untuk melakukan 
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angsuran bulan-bulan kedepan sampai jatuh tempo maka kita bisa 
melakukan restrukturisasi selama kondisi keuangan nasabah, maka tetap 
harus ada surat pernyataan tertulis dan nasabah masih mempunyai 
kemampuan jangka panjang untuk melunasi kewajbannya kepada BPRS 
sampai jatuh tempo. 
Q  : Bagaimanakah cara yang dilakukan dalam pelaksanaan restrukturisasi?  
A (w) : jadi begini pelaksanaan restrukturisasi ini dilakukan atas dasar apabila 
ada permohonan tertulis dari nasabah yang mengalami permasalahan 
dalam membayar kewajibannya setiap bulan, sebelum melakukan 
restrukturisasi pihak BPRS melakukan identifikasi terhadapa 
permasalahan-permasalahan yang dialami nasabah, untuk mengetahui 
apakah pihak nasabah bisa diberikan restrukturisasi atau tidak. 
Tergantung dengan keadaan dan permasalahan yang dialami nasabah. 
Kalau permasalahan atau keadaan sudah tidak memungkinkan untuk 
direstrukturisasi maka nasabah tidak diperkenankan untuk melakukan 
restrukturisasi. 
Q : Seberapa efektif proses restrukturisasi pembiayaan murabahah 
diterapkan? 
A (E) : sangat efektif mas kan bisa Kolektifitas nasabah bisa menjadi lancar. 
Terus Untuk kepentingan nasabah kedepannya dimata bank yang 
bersangkutan atau bank yang lain menjadi baik, karena kolektifitas 
lancar. Kemudian Kondisi social ekonomi dari nasabah akan semakin 
baik lagi, yang semula ada permasalahan dalam angsuran kini bisa 
normal lagi. Dan terakhir dari bank keuntungan yang didapat akan 
tetap, dan bisa untuk menurunkan NPF dari BPRS. 
 
Tambahan Wawancara 17 Juli 2017 
 
Q   :Bagaimana macam-macam restrukturisasi dan kasusnya penyelesaiannya? 
A(W) : yang pertama yaitu penjadwalan kembali dilakukan apabila ada nasabah 
yang mengalami kemampuan penurunan pembayaran, yang dikarenakan 
perubahan pembayaran yang dilakukan konsumennya, kasusnya begini, 
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ada nasabah yang melakukan usaha jual beli dan menjadi pusat grosir 
barang barang-barang kebutuhan sehari-hari, nah nasabah mempunyai 
langganan yang banyak, pada awal-awal langganan tersebut membayar 
barang setiap tanggal 10 setiap bulannya, tetapi dengan adanya masalah 
yang dihadapi para langgananya itu nasabah kami meminta untuk jangka 
waktu angsuran dirubah, menyesuaikan dengan uang yang disetorkan 
langganannya kepada nasabah kami. Kan namanya orang jaul beli 
kebutuhan sehari-hari gak tentu hasil penjualannya, maka cara ini 
dilakukan, karena masih ada prospek untuk melunasi. 
Yang kedua persyaratan kembali nasabah yang direstruk dengan cara ini 
yaitu nasabah yang diberikan pembiayaan masih ada prospek untuk 
diberikan lagi tambahan modal, jadi begini ada salah seorang nasabah 
yang mempunyai usaha peternakan kambing, padahal jangka waktu 
pelunasan diambil selama 4 tahun namun baru dapat 1 tahun penjualan 
kambing bagus dan nasabah menginginkan usaha yang dijalankan bisa 
bertambah besar dan semakin baik lagi, maka nasabah meminta kepada 
BPRS sini untuk menambah modalnya, supaya usaha yang dijalankan bisa 
lebih besar, kemudian kami menganalisa dari berbagai aspek yang ada 
nasabah, terutama karakter, catatan penjualan, pemasaran dan beberapa 
yang lain lagi, setelah dianalisa prosesnya sama kayak yang tadi. 
Kemudian yang ketiga penataan kembali, Seperti kasusnya adalah ada 
nasabah kami yang mengalami penurunan kemampuan untuk membayar 
kewajiban, bahwa nasabah mendapatkan dana dari BPRS unruk usaha 
konter HP, nah tetapi setelah beberapa bulan ternyata pendapan menurun, 
dan mengalami kesulitan dalam pembayaran, penurunan dikarenakan 
banyaknya pesaing sehingga pendapatan nasabah menurun, dan nasabah 
mengajukan permohonan untuk direstrukturisasi, dan kemudian Eeee 
nasabah meminta untuk menurunkan nominal pembayaran kewajiban 
setiap bulan, dan untuk diperpanjang jangka waktunya, dan dari nasabah 
sendiri masih mempunyai etika baik untuk melunasi, ya maka kami proses 
permintaan tersebut. 
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Q   : Setelah direstrukturisasi apa harapanya ? 
A :Setelah direstruk nasabah ya harus berusaha semaksimal mungkin untuk 
memanfaatkan hasil restruk yang sebaik-baiknya, supaya kewjibannya 
segera diselesaikan dan tetap berjalan normal usahanya. Dan 
Allhamdulillah nasabah yang ini sampai sekarang pembayarannya lancar 
mas, tidak ada masalah lagi setelah direstruk, kemudian nasabah ini 
jangka waktu awal 3 tahun, kemudian dalam pembayaran tiap bula 
diundur beberapa hari itu sesuai pendapatan nasabah. 
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TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN NASABAH 
Wawancara dengan Erlin (nama disamarkan) 
 Pada Rabu, 29 November 2017  
 
Q  :Sejak kapan ibu menggunakan fasilitas pembiayaan pada BPRS 
Sukowati? 
A  :Ya kiira-kira sejak 4 tahun yang lalu mas, sudah lumayan lama mas. 
Q :Apa jenis pembiayaan yang ibuk ambil dan ibu gunakan untuk apa pinaman 
tersebut? 
A :Saya menggunakan pembiayaan Murabahah mas, untuk saya pakai 
mengembangkan usaha konter ini mas, dulu kan cuma jualan pulsa sama 
dirumah, dan sekarang juga jual beli HP dan kuota internet. 
Q :Bagaimana menurut ibu mengenai pengawasan yang dilakukan oleh pihak 
BPRS untuk nasabah supaya bisa tetap membayar dan memonitor kegiatan 
usaha ibu? 
A  :kalau pengawasannya ya menurut saya sudah bagus mas, saya selalu di 
kontrol dengan cara sms, kunjungan kayak gitu mas, dan selalu di tanyakan 
mengenai perkembangan usaha konter ini mas. 
Q  :Apa penyebab ibuk mengalami pembiayaan bermasalah? 
A  :Penyebabnya itu ya banyaknya persaiangan mas, sekarang banyak banget 
kan mas konter-konter yang ada di pinggir jalan, banyak juga buka konter 
dengan modal besar mas, jadi konter mereka lebih komplit dan nyaman 
mas, ini saja saya mau mengembangkan lagi ya susah mas, angsuran saja 
mengalami keberatan, karena pendapat yang menurun. 
Q :Apa usaha ibu untuk tetap berusaha mengembalikan pembiayaan sampai 
lunas? 
A  :Ya sekarang suami saya yang sambil kerja mas untuk menutupi angsuran-
angsuran, kan kalau hanya dari pendapatan konter hanya cukup buat makan 
setiap hari mas, ngak seberapa juga. 
Q :Usaha apakah yang sudah pihak B P R S  S u k o w a t i  lakukan untuk 
membantu ibu agar tidak mengalami pembiayaan bermasalah? 
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A :Ya pihak BPRS memberikan arahan-arahan kepada saya mas, memberikan 
beberapa pilihan untuk saya, supaya tetap bisa melunasi utangku mas. Kan 
saya sebelumnya sudah ke BPRS mas, saya bilang ke pihak BPRS mengenai 
keadaan usaha saya, kemudian saya ikuti arahan-arahan dari BPRS mas 
supaya bisa lunas gitu aja mas utangku. 
Q :Bagaimana  pendapat ibu  mengenai upaya yang dilakukan oleh pihak 
BPRS dalam menangani atau menghadapi debitur yang mengalami 
pembiayaan bermasalah? 
A :Ya sudah bagus menurutku mas, jadi pihak BPRS masih memperhatikan 
nasabah yang mengalami kesusahan dengan memberikan pilihan-pilihan 
untuk menyelesaiakan permasalahan ini mas. 
Q :Apakah kebijakan yang diambil oleh BPRS untuk menyelesaikan 
pembiayaan bermasalah yang ibu alami? 
A :Kemarin saya diberikan cara mas untuk menyelesaikan permasalahan saya, 
yaitu dengan cara restrukturisasi mas, diberikan pilihan pengurangan jumlah 
pembayan tiap bulan, dan juga perpanjangan jangka waktu pembayaran mas, 
dan pilihan itu bisa tak pake mas salah satunya. 
Q :Dengan kebijakan itu apakah ibu bisa menyelesaiakan pembiayaan 
bermasalah yang dialami dengan baik? 
A :Allhamdulillah bsa mas, saya ambil untuk pengurangan jumlah angsuran 
tiap bulan mas, menyesuaikan pendapatan konter dan pendapatan suami saya 
mas, jadi kebtuhan keluarga bisa tetap jalan dan utangku juga bisa dibayar 
mas. 
Q :Adakah kendala yang ibu alami ketika proses restrukturisasi? 
A :Ngak ada mas, semua berjalan baik kemaren soalnya pegawai-pegawainya 
cekatan sehingga cepat selesai. 
Q :Apakah manfaat yang anda rasakan setelah dilakukan restrukturisasi? 
A :Ya manfaatnya tadi mas, saya bisa membayar utang dengan rutin tiap bulan. 
Dan kebutuhan keluarga dan utang ku bisa tetep mbayar. 
Q :Apakah pesan dan kesan ibu terhadap BPRS Sukowati? 
A :Pesannya ya tingkatkan lagi masalah kualitas pelayanan kepada nasabah, 
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supaya nasabah lebih nyaman menggunakan jasa-jasa dari BPRS. Dan 
kesannya yaitu emmmmm saya merasakan manfaat jasa-jasa yang diberikan 
oleh BPRS. 
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Lampiran 3 
Timeline Penulisan Skripsi 
No 
Bulan Maret April Mei Juni Juli Agustus September 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
Penyusunan 
proposal 
 X X X                         
2 Konsultasi     X X                       
3 Revisi proposal       X X X X                   
4 
Pendaftaran ujian 
seminar proposal 
          X                  
5 
Ujian seminar 
proposal 
           X                 
6 
Revisi pasca 
seminar proposal 
            X X X X             
7 Pengumpulan data             X  X   X X          
8 Analisis data                    X X        
9 
Penulisan akhir 
naskah skripsi 
                     X X X     
10 
Pendaftaran ujian 
skripsi 
                      X X X    
11 Ujian skripsi                           X X 
12 Revisi skripsi 
                            
 
 
1
1
0
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Lampiran 4 
Foto-foto wawancara 
 
Wawancara dengan Manajer BPRS Sukowati Cabang Boyolali 
 
Wawancara dengan Account Officer 2 dan 3 BPRS Sukowati Cabang Boyolali 
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Wawancara dengan Account Officer 1 BPRS Sukowati Cabang Boyolali 
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Riwayat Organisasi : 
No Nama Organisasi Bagian Tahun 
1 Rohis SMA N 3 Sragen Kegiatan harian 2011-2012 
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3 
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Anggota 
2008-
sekarang 
4 
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SMA N 3 Sragen) 
Anggota 
2014-
sekarang 
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Sekarang 
 
 
